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MOTTO :
« Keimanan merupakan pegangan hidup bagi

orang yang beriman, maka kuatkanlah

Imanmu”
(Syayid Sabiq)

Intisari, Oktober, Jakarta.1997, Halaman 58
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RINGKASAN

Dalam suatu perkawinan seringkali perpindahan agama
yang dilakukan oleh suami atau istri, yang mana kadangkala
diantara pihak-pihak itu sendiri dalam hal ini adalah suami
atau istri tersebut tidak mengetahui akan akibat hukum yang
ditimbulkan dengan adanya perbuatan perpindahan agama
tersebut.

Permasalahan yvang perlu dikaji, adalah tentang akibat
hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap status
perkawinan, status anak yang dilahirkan, dan cara
penyelesaianya masalah perpindahan agama dalam suatu
perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan
menganalisa tentang akibat hukum dari perpindahan agama,
mengenai status  perkawinanya, status  anak, serta
penyelesaian dari perpindahan agama tersebut.

Metodologi dalam penulisan ini dilakukan dengan
menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis
normatif terhadap sumber data sekunder. Dimana metode
pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen dan
bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku dan literatur
serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang hendak dikaji kemudian dianalisa secara

deskriptif kualitatif.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang permasalahan

Dua puluh lima tahun sudah Undang-Undang Perkawinan
dilahirkan yakni sejak diundangkannya Undang - Undang No. 1
Tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara
Tahun 1974 No. 1. Undang-Undang tersebut berlaku sejak
diundangkannya, tetapi pelaksanaanya secara efektif baru pada
tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 9/1975. Kelahiran dari Undang-Undang Perkawinan
No. 1 tahun 1974 ini sangatlah mempunyai arti yang penting, hal ini
disebabkan karena selain mengakhiri pluralisme hukum dibidang
perkawinan, juga merupakan unifikasi hukum dalam bidang hukum
perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila
pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan
mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama karena
itu negara juga memberikan kebebasan kepada rakyat untuk
memeluk agama dan kepercayaanya masing-masing dan beribadat
menurut agama dan kepercayaanya itu sebagaimana tercantum di
dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari pihak-
pihak yang bersangkutan, tetapi adalah juga merupakan salah satu

masalah keagamaan yang cukup peka, sehingga hampir setiap agama

yang ada di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang
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perkawinan yang intinya harus dipatuhi oleh para pemeluknya.
Selain sebagai suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan
menyangkut hubungan antar pribadi , maka perkawinan juga
merupakan suatu perbuatan hukum. Untuk mengatur perkawinan
sebagai suatu perbuatan hukum, maka negara sebagai ikatan
kemasyarakatan yang tertinggi yang menetapkan peraturan hukum
perkawinan sesuai dengan kebutuhannya, yang harus dipatuhi oleh
seluruh warganya.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan
pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga vyang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pasal 2 ayat 1 menyebutkan
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Penempatan
hukum agama sebagai syarat keabsahan perkawinan mempunyai
makna yang sangat besar, yakni tidak ada perkawinan diluar hukum
. masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (penjelasan pasal
2 ayat 1 UU No. 1/1974) . Konsekwensi lebih lanjut dari pasal 2 ayat
1 tersebut diatas adalah bahwa hukum  agama diberlakukan
sepenuhnya.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
tahun 1974, maka secara otomatis teori resepsi yang pernah
diwajibkan pada jaman Hindia Belanda menjadi Hapus :

Teori resepsi adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum
Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam
apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresapi oleh
dan dalam Hukum adat, maka dengan melihat pasal-pasal
tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak ada
keragu-raguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam
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telah langsung menjadi sumber Hukum tanpa memerlukan
bantuan/perantara dari hukum Adat.( Soemiyati 1986: 1)

Jadi berlakunya hukum Islam bagi Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam tidak usah melihat apakah Hukum Islam telah
menjadi Hukum Adat atau belum ( Hazairin: 1976: 3)

Dari ketentuan tersebut maka dapatlah diartikan bahwa secara
tegas diakui adanya prinsip kebebasan beragama. Hal ini sesuai
dengan UUD 1945 yang menjamin tentang kebebasan beragama dan
beribadat menurut agama dan kepercayaanya masing-masing
(penjelasan pasal 19 ayat 2 UUD 19459). Bahkan ada yang
menafsirkan bahwa prinsip itu juga bermakna Ipada kebebasan
pindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama. Mungkin
pandangan itu benar, sejauh tidak ada paksaan atau bujukan baik
secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi agar seseorang
mau untuk melakukan perpindahan agama.

Dalam kaitanya dengan masalah perpindahan agama inilah,
maka kami menyusun skripsi ini dengan memilih judul " TINJAUAN
YURIDIS MENGENAI PERPINDAHAN AGAMA YANG DILAKUKAN
OLEH SUAMI ATAU ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974"

Adapun yang mendorong untuk memilih judul tersebut adalah
didasarkan pada kenyataan bahwa didalam kehidupan sehari-hari
dilingkungan masyarakat masih terdapat adanya masalah
perpindahan agama, yang mana kadangkala diantara pihak-pihak itu
sendiri dalam hal ini suami istri tidak mengetahui apakah akibat
hukumnya dari perpindahan agama tersebut.

Perpindahan agama dalam agama Islam dikatakan sebgai

Riddah/murtad yang oleh para ahli hukum sering dikenal sebagai
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perbuatan pura-pura untuk maksud-maksud tertentu. Namun
demikian tidak menutup kemungkinan pindah agama yang
dilakukan oleh seseorang terjadi dengan sengaja baik dari
kesengajaan yang dilakukan sendiri, atau karena pengaruh
lingkungan. Yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pura-pura
misalnya saja seorang lelaki Indonesia yang beragama Kristen
hendak menikah dengan perempuan yang beragama Islam, karena
hendak menikah dengan perempuan yang beragama Islam dengan
secara Islam pula, lelaki tersebut terlebih dahulu mengakui telah
masuk Islam dengan maksud untuk mengatasi keberatan dari pihak
mempelai perempuan, jika anaknya kawin dengan seorang lelaki
yang bukan beragama Islam. Setelah perkawinan dilaksanakan, lelaki
tersebut yang telah masuk Islam tadi secara nyata kembali lagi
keagama semula yang dianutnya yakni Kristen. Nyatalah bahwa
masuknya lelaki tersebut kedalam agama Islam hanya sebagai
perbuatan berpura-pura sekedar untuk mengatasi keberatan dari
pihak perempuan. Menurut Hukum Islam, jika lelaki tersebut telah
berubah menjadi suami yang melakukan kekafiran yaitu Riddah/
berpindah agama Islam ke agama lainya, sedang Istrinya tetap
memeluk agama Islam begitu juga sebaliknya maka perkawinan
tersebut adalah batal demi hukum. Konsekwensinya jika terjadi
hubungan kelamin adalah perzinaan.

Hal ini adalah sesuai dengan Firman Allah didalam Al-Qur’an surat
Al-Muntahanah ayat 10 yang bunyinya :

“Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika
kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-
suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi
orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula
bagi mereka-mereka.”
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1.2 Rumusan Masalah

Perpindahan agama dalam suatu perkawinan ynag dilakukan
oleh seseorang dari agama yang dianutnya ketika akan
melangsungkan perlawinan, ke agama lain setelah perkawinan
terjadi, dalam permasalahan ini maka pembatasan permasalahan
hanya dari seseorang yang semula beragama Islam yang melakukan
perpindahan agama ke agama lain. Pembatasan masalah ini
dilakukan karena mengingat mayoritas dari rakyat Indonesia adalah
pemeluk agama Islam. Disamping itu agama yang paling mengatur
jelas mengatur tentang perkawinan dan masalah-masalahnya dan
Juga perkara-perkara yang menyangkut masalah perpindahan agama
adalah agama Islam.

Dari  uraian tersebut diatas maka timbulah beberapa
permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan Skripsi ini,
adalah:

1. Apakah akibat hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap
status perkawinan itu sendiri ditinjau dari UU No.l1 tahun 1974
dan Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan setelah salah seorang
Orangtuanya melakukan perpindahan agama ?

3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah perpindahan agama yang
terjadi dalam suatu perkawinan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus
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1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam

penyvusunan skripsi ini adalah :

18

untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berniat dan berkepentingan sehubungan dengan
hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini atau yang

berkaitan dengan hak tersebut;

. untuk dapat menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dari

perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai oleh penulis dalam

penyusunan skripsi ini adalah :

1

Untuk mengetahui akibat hukum dari perpindahan agama
tersebut terhadap status perkawinan itu sendiri jika ditinjau dari
UU 1/1974 dan Hukum Islam.

. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan , apakah anak

tersebut sebagai anak sah atau sebagai anak zina apabila salah

seorang dari orangtuanya melakukan perpindahan agama.

. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah perpindahan

agama dalam suatu perkawinan

1.4 Metode Penulisan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala

usaha mencoba untuk dapat menyajikan pokok permasalahan

dengan judul yang dipilih, oleh karena itu penulis berusaha dan
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memilih jalur serta metode-metode yang sesuai dengan maksud dari
penulisan ini. Metode yang digunakan adalah metode yang bersifat
umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
1.4.1 Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah dengan Pendekatan Yuridis Normatif Yaitu Suatu
pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Hukum Islam dan UU No. 1/1974 serta
peraturan pelaksanaanya) dikaitkan dengan pokok permasalahan
dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah dengan menggunakan Sumber Data Sekunder yaitu data
vang diperoleh dari dokumem - dokumen dan bahan-bahan
kepustakaan seperti buku-buku dan literartur serta peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak
dikaji.

1.4.1 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang obyektif guna penulisan
skripsi ini sehingga mempunyai bobot ilmiah dan dapat diuji
kebenaranya, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan Study Literatur yakni dengan cara mempelajari dan
memahami berbagai pendapat atau teori dalam literatur-literatur,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah dan
artikel-artikel yang dianggap relevan dengan skripsi sehingga

menghasilkan data sekunder.,
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1.4.2 Analisa data

Analisa data yang penulis pergunakan adalah memakai
Diskriptif Kualitatif, maksudnya data-data yang diperoleh bukan
merupakan data dari hasil perhitungan melainkan dari literatur dan
buku-buku yang berhubungan dengan materi. Data tersebut disusun
secara sistematis kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu pembahasan masalah yang bersifat umum
menuju pembahasan yang lebih khusus yang merupakan kesimpulan

dari keseluruhan materi skripsi ini.
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BAB II
PENGERTIAN PERKAWINAN, PERPINDAHAN AGAMA,
DAN AKIBAT HUKUMNYA

2.1 Pengertian dan Sahnya Perkawinan

Berdasarkan bunyi pasal 1 UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa
perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.

Memperhatikan pada rumusan perkawinan yang tercantum
dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, itu merupakan manifestasi dalam
suatu gambaran tentang keberadaan manusia yang diciptakan oleh
Tuhan., karena apabila kita memperhatikan didalam Al-Qur’an , Allah
telah berfirman pada Surat Yassin ayat 36 yaitu” la telah membuat
segala hal yang berpasangan”. Termasuk manusiapun diciptakan
secara berpasang-pasangan ada pria dan ada wanita. Bertemunya
antara laki-laki dan perempuan yang saling bersentuhan kemudian
melahirkan rasa cinta ini tentunya timbul suatu keterkaitan antara
rasa, karsa dari nurani manusia itu sendiri. Dari uraian tersebut
maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
 agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai
unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai
peranan yang penting.

Sebelum membahas tujuan perkawinan tentunya perlu
diketahui bahwa tiap-tiap agama memberikan suatu pedoman

terhadap sentuhan cinta kasih antara laki-laki dan wanita. Terjadinya
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peristiwa harus melewati berbagai keabsahannya sehingga
perkawinan tersebut dapat menghalalkan hubungan kelamin untuk
mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih memperoleh
keturunan yang sah. Demikan juga dapat memelihara manusia dari
kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan keusahaan mencari rejeki
penghidupan yang halal dan memperbesar tanggungjawab sesuai
dengan Kitab suci Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah Dia
menciptakan untuk istri —istri dari jenismu sendiri supaya
kamu cenderung merasa tentram kepada-NYA dan dijadikan-
NYA diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
berpikir”

Sebagaimana diketahui, tujuan perkawinan yaitu membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling
membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan  kepribadiannya ~membantu dan  mencapai
kesejahteraan spiritual dan material.. Karena tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut
prinsip yaitu mempersulit/ mempersukar terjadinya perceraian. Oleh
karena itu untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-
alasan tertentu serta harus dialakukan didepan sidang Pengadilan.

Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974
dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan

semacam ini dianggap sah dan yang dikehendaki oleh negara.
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Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan yang
hanya didasarkan pada hukum agama, misalnya perkawinan yang
dilakukan didepan Kyai atau Modin, yang terjadi dalam kehidupam
sehari-hari, yang lebih dikenal dengan kawin sirri, adalah dianggap
sah oleh agama. Akan tetapi perkawinan yang demikian belumlah
dianggap sah oleh negara, karena perkawinanya tidak dicatatkan
pada Kantor Pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agama Islam juga memandang tidak sah perkawinan antar
agama yang hanya dilakukan di Catatan Sipil, karena dalam
perkawinan tersebut tidak terdapat adanya prinsip yang dijadikan
sebagai pengahalal tubuh wanita bagi seorang laki-laki, vaitu

Kalimatullah" yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon

suami dihadapan dua orang saksi yang adil dan sah. Oleh karena itu

perkawian antar agama dapat sah menurut hukum Islam, maka
perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam begitu pula
dengan agama selain Islam.

Kalau diinventarisasikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang

Perkawinan No. 1/1974 ini, maka ada tiga klasifikasi mengenai

sahnya perkawinan yakr,

1. Jika hanya pasal 2 ayat 1 saja yang diterapkan dalam perkawinan,
misalnya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Kyai atau
Modin maka perkawinan yang demikian ini hanya sah menurut
hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum negarz.

2. Sebaliknya jika hanya pasal 2 ayat 2 saja yang diterapkan dalam
melangsungkan  perkawinan, misalnya perkawinan  yang
dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat di Kantor Catatan
Sipil maka perkawinan yang demikian dianggap sah oleh negara,

tetapi tidak sah menurut hukum agama.
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3. Jika pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang diterapkan dalam
melangsungkan perkawinan, yakni selain diakukan menurut
hukum agama dan disamping itu juga perkawinanya dicatatkan
diKantor Catatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku, maka perkawinan yang demikianlah yang dianggap
sah baik oleh hukum agama dan oleh negara. Perkawinan semcam

ini yang diharapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974

2.2 Pengertian Perpindahan agama

Sebelum mempelajari dan menelaah lebih jauh tentang masalah
perpindahan agama terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat
mengenai pengertian dari perpindahan agama. Perpindahan agama
disini diartikan bahwa seseorang telah pindah agama keagama lain
dan didalam masalah yang akan dikaji pengertian perpindahan
agama dapat mempunyai pengertian dari hal perkawinan dimana
perpindahan agama tersebut akan membawa dampak antara laian
dalam perkawinan. Dalam pengertian ini perpindahan agama
dilakukan oleh salah seorang dari suami atau istri yang keluar dari
agamanya semula ke agama lain. Misalnya dari salah seorang suami
atau istri yang beragama Islam melakukan perpindahan agama
dengan tanpa adanya paksaan dari orang laian atati dengan
kehendak diri sendiri. Hal ini berbeda dengan perpindahan agama
yang dilakukan secara paksaan dan kehendak sendiri. Didalam
agama lIslam sepanjang hatinya tetap beriman kepada keimanan
Islamnya tidak bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam.

hal ini sesuai dengan Firman Allah di dalam Al-Qur’an surat An-Nahl

ayat 106 yang berbunyi,
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“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman(ia
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak
berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan
baginya azab yang besar”

Dari Firman Allah tersebut diatas, maka jelaslah bahwa paksaan
terhadap orang Islam untuk berbuat kafir tidaklah mengakibatkan
dirirnya keluar dari Islam, masih sepanjang hatinya tetap beriman
kepada Allah. Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya
kecuali bila melapangkan dadanya menjadi tenang dan tentram
terhadap kekafiran sehingga melakukan perbuatan kufur, karena apa
yang tersirat di hati sesorang itu ghaib dan tidak dapat diketahui oleh
siapapun, kecuali Allah.

Dalam kaitannya dengan masalah ini, H. Sulaiman Rasyyid
selanjutnya menegaskan bahwa terjadinya murtad atau keluar dari
agamanya karena tiga sebab yakni;

1. dengan perbuatan yang mengkafirkan seperti sujud pada berhala,
menyembah bulan, matahari batu dan lain-lain;

2. dengan perkataan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah
atau RossulNya;

3. dengan i’tikad (keyakinan) seperti mengi’tikadkan Valam kekal,
Allah Baharu, menghalalkan zina dan lain-lain

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Riddah atau pindah

agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan

sadar untuk keluar dari agamanya ke agama lain.
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2.3 Perpindahan agama dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud
dengan perpindahan agama atau Riddah adalah meninggalkan agama
Islam atau berpindah agama dari agama Islam ke agama lain, maka
dalam pandangan Hukum Islam jika sesorang melakukan Riddah
atau Murtad, maka segala amal perbuatanya yang dilakukan sebelum
ia murtad menjadi hapus dan diakherat kelak, ia akan dibalas dengan
hukuman yang sangat pedih. Hal ini sesuai dengan Firman Allah
didalam Kitab suci Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 217 yang

berbunyi,

“Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-
sia amalannya didunia dan diakherat dan mereka itulah
penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”

Jelaslah ketentuan Allah tersebut diatas bahwa murtad atau
keluar dari agama Islam dapat menghapus segala amal perbuatanya
yang pernah dilakukannya, ini adalah hal yang berhubungan dengan
masalah ukhrowi/akherat. Sedang yang berhubungan dengan
masalah keduniaan, jika seseorang melakukan riddah atau murtad
maka terdapatlah perubahan-perubahan dalam bidang muamalad
lain, dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewaliannya.

Perpindahan agama yang semula dianut oleh seseorang ketika
melangsungkan perkawinan, ke agama lain setelah perkawinan terjadi
atau riddah, maka dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini,
jika riddah terjadi dalam suatu perkawinan misalnya salah seorang
dari suami /istri menjadi murtad yakni kelur dari agama Islam dan
masuk ke agama lain, maka kemurtadan itu membatalkan

perkawinan yang telah terjadi antara keduanya dan kemurtadan itu
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menjadi sebab terjadinya perceraian. Sehingga dalam hal ini
konsekwensi dari riddah atau keluar dari agamanya ialah
terputusnya hubungan kewarisan dan perkawinan, demikian juga
lenyap semua hak miliknya, demikian pendirian Madzab Hanafi
(Haliman 1980:378)

Para ahli Figh tersebut diatas memandang bahwa apabila
seseorang berbuat riddah/murtad maka ikatan perkawiannya adalah
batal. Jika seseorang tersebut berada dalam suatu ikatan
perkawinan. Oleh karena itu harus segera diadakan perceraian dan
tidak memandang/tidak membedakan siapa yang yang berbuat
riddah/murtad, apakah pihak suami atau pihak istri. Asal saja salah
satu salah satu pihak dari suami istri tersebut berbuat
riddah/murtad, maka ikatan perkawinanya haruslah segera
diputuskan atau diceraikan, karena menurut pandangan ahli Figh

yaitu orang yang murtad dianggap tidak beragama. Sebagaimana

dijelaskan sebagai berikut:

........ dikarenakan orang murtad itu dianggap tidak mempunyai
agama, sedang orang kafir itu dianggap mempunyai agama
sesual dengan kepercayaanya. dengan demikian orang murtad
tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengikut suatu agama “
(Fatchur Rahman 1987:102)

Dari apa yang telah disampaikan diatas, maka haruslah
dibedakan pengertian murtad dengan pengertian kafir. Pengertian
murtad yang berarti keluar dari agama Islam atau meninggalkan
agama Islam, walaupun si murtad kemudian ternyata memeluk
agama lain selain dari agama Islam, maka si murtad tetap dianggap

tidak beragama. Berlainan halnya dengan seseorang yang semenjak

kecilnya telah memeluk agama selain Islam, misalnya saja ada
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seorang yang memeluk agama Kitabiyah atau agama yang bukan
Kitabiyah. Walaupun orang tersebut dianggap kafir, tetapi karena
orang itu memeluk agamanya semenjak dilahirkan, maka derajatnya
lebih tinggi daripada orang yang berbuat riddah atau murtad.

Oleh karena itu hukum dari akad perkawinan apabila salah
seorang suami atau istri menjadi murtad adalah sebagaimana

disebutkan dibawah ini ;

Apabila salah seorang suami istri menjadi murtad maka
seluruh fugaha berpendapat, bahwasanya kemurtadan itu
membatalkan akad perkawinan yang telah terjadi antara
keduanya dan kemutadan itu menjadi sebab terjadinya
perceraian. ( Hasbi Ash-Shiedieqy 1986:86)

Dengan demikian jelaslah bahwa apabila salah satu pihak
suami atau istri berbuat riddah/murtad, maka ikatan perkawinanya
menjadi batal demi hukum, walaupun si murtad ternyata memeluk
agama kitabiyah. Pengertian riddah/murtad salah satu pihak keluar
atau pindah agama dalam suatu perkawinan, sehingga didalam
ikatan perkawinan terjadi atau timbul perbedaan agama yang
disebabkan adanya perkawinan oleh orang-orang yang berbeda agama
atau lebih dikenal dengan perkawinan antar agama.

Kalau terjadinya perbedaan agama dalam perkawinan itu
disebabkan salah satu pihak berbuat riddah/murtad, maka ikatan
perkawinanya menjadi batal demi hukum. Sedang kalau terjadinya
perbedaan agama tersebut disebabkan adanya perkawinan antara
orang-orang yang berbeda agama, maka ikatan perkawinannya tetap
sah dan tidak diancam batal demi hukum asalkan sesuai dengan
yvang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Dalam hubunganya

dengan masalah perkawinan antar agama, para ulama

memperbolehkan seorang muslim menikah dengan wanita kitabiyah.
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Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat
S yaitu;

....... dan dihalakan mengawini wanita-wanita yang menjaga
kehormatanya diantara wanita — wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang
yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar
mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
termasuk zina dan tidak pula menjadi gundik-gundiknya....”

Ayat tersebut diatas sebenarnya ditujukan kepada lelaki muslim,
dalam arti bahwa laki-laki muslim diperkenankan untuk kawin
dengan wanita-wanita Kitabiyah. Adapun yang dimaksud dengan
wanita Kitabiyah yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Jadi
apabila lelaki muslim kawin dengan wanita kitabiyah yang beragama
Kristen misalnya, maka perkawinanya adalah sah. Namum demikian
tidak semua lelaki muslim diperkenankan secara mutlak dapat kawin
dengaOn wanita kitabiyah, tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya
yakni pria muslim harus kuat imanya, rajin ibadah, baik moralnya
dan mempunyai kewibawaan dalam rumah tangga. Dengan satu
harapan bahwa si istri dapat menerima agama Islam dan
menjalankan secara baik sebagaimana layaknya orang [slam.

Dengan demikian ikatan perkawinan antara pria yang muslim
dengan wanita Kitabiyah tidak dapat diancam batal demi hukum,
walupun dalam ikatan perkawinan tersebut terjadi perbedaan agama.
Hal ini disebabkan adanya ayat Al-Qur’an yang memperbolehkan pria
muslim menikah dengan wanita Kitabiyah.

Sedang hukumnya terhadap pria muslim mengawini wanita
musryik, semua fugaha yakni para ahli hukum Figh berpendapat

bahwa pria muslim tidak boleh mengawini wanita-wanita musyrik,

mengingat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 221 menyatakan:

ﬂ%& | KL PLRFUSTAKAAN ,‘
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“‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musryik,
sebelum mereka beriman dan janganlah kamuy nikahkan orang-

orang musryik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka
beriman”.

Dari ketentuan ayat tersebut maka jelaslah bahwa perkawinan antara
pria muslim dengan wanita musryik tidak diperbolehkan. Sebaliknya
perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita Kitabivah adalah
diperkenankan dan perkawinanya adalah sah. Ketentuan ayat
tersebut diatas juga bahwa wanita Islam dilarang kawin dengan pria
yang bukan beragama Islam. Jadi bagi wanita muslim sangat dilarang
untuk melakukan perkawinan dengan pria lain selain dari agama
Islam.

Adapun yang menjadi alasan, mengapa  Al-Quran
megharamkan perkawinan wanita Islam dengan pria yang bukan
beragama Islam adalah disebabkan karena wanita bersifat lemah hati
dan mudah tersinggung perasaanya maka dikhawatirkan wanita
islam itu murtad meninggalkan agamanya yakni agama [slam.

Sebagaimana diketahui berdasarkan PENPRES No. 1 Tahun
1964, dilndonesia mengakui adanya lima agama yakni Islam, Katolik,
Protestan, Hindu, Budha serta sesuai dengan Ketetapan MPR No.
iV/MPR/1978, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan
merupakan suatu agama. Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu,
dan Budha masing-masing juga mempunyai peraturan tersendiri
tentang tata cara pelaksanaan suatu perkawinan yang berbeda
agama yang satu dengan yang lainya.

Perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang seagama

tidaklah menimbulkan masalah. Dan yang menjadi persoalan adalah

mengenal perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama.
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Agama Kristen misalnya memperbolehkan perkawinan antara wanita
dengan laki-laki yang berbeda agama. Sedang didalam hukum Islam
terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda pendapat atau faham,
apalagi jika diteliti sampai kepada tafsir-tafsir yang ada dalam agama
Islam.

Kalau diinventarisasikan permasalahan tersebut maka ada 3

(tiga) pendapat Islam mengenai perkawinan antar agama:
1. Sebagai pendapat umum dalam agama Islam yang
menetapkan hukum atas dasar Harfiah dari Al-Qur’an
surat Al-Bagarah (221) dan Surat Al-Maidah ayat (5)
menetapkan bahwa wanita Islam terlarang secara
mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki
yang beragama lain selain dari agama Islam, dan
seorang laki-laki Islam hanya diperkenankan kawin
dengan wanita Kitabiyah yaitu seorang penganut agama
Samawi yang mempunyai kitab suci seperti yahudi dan
Kristen, sedangkan terhadap yang lainya tidak

diperkenankan ( Abdurrahaman Al-Jaziri ,hal 77)

Kalau pendapat diatas dipahami secara seksama, maka
perkawinan antara pria muslim dengan wanita Katolik adalah sah,
tetapi sebaiknya wanita Islam dilarang oleh ajaran agama Islam
apabila melakukan perkawinan dengan pria Katolik dan perkawinan
dianggap tidak sah. Demikian juga pria dan wanita yang beragama
Islam tidak sah apabila melakukan perkawinan dengan agama Hindu

dan agama Budha sebab agama tersebut tidak termasuk agama
Kitabiyah.
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2. Pendapat kedua adalah pendapat dari Maulana
Muhammad Ali dan Sayid Muhammad Rasyyid Ridha,
yang pada pokoknya mereka sependapat bahwa
perkawinan antara seorang wanita Islam dengan
penganut agama selain agama Islam adalah terlarang
dan tidak dibenarkan, akan tetapi perkawinan seorang
pria muslim dengan penganut agama apapun didunia
ini adalah dapat dibenarkan. Argumentasi yang
dibérikan oleh ulama Pakistan ini adalah karena
pengertian Kitabiyah atau ahlul kitab yang terkandung
dalam Surat Al-Maidah ayat (5) tersebut tidak hanya
mengikuti Yahudi dan Kristen saja akan tetapi Hindu
dan Budha serta agama lainya, karena sudah
diturunkan wahyu kepada seluruh penduduk dunia (
Maulana 1896: 437). Sedang Rasyyid Ridha tokoh
pembaharu dari Mesir itu berdalil bahwa perempuan
musyrikah yang haram dikawini oleh pria muslim
menurut Surat Al-Bagarah ayat (221) hanyalah
perempuan musrik tanah Arab saja, adapun yang lainya
seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha, Cina,
Jepang, pada prinsipnya adalah boleh dikawini karena
mereka semua adalah Ahli Kitab.

Jika pendapat tersebut dihubungkan dengan contoh berikut ini,
yaitu misalnya pria muslim kawin dengan wanita yang beragama
Hindu atau Budha, maka perkawinanya diperbolehkan dan dianggap
sah. Apabila dihubungkan dengan pendapat pertama, maka contoh

tersebut diatas adalah bertentangan dengan pendapat umum dalam

ajaran Islam. Sedang terhadap wanita Islam yang tidak
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diperkenankan kawin dengan pria yang beragama yang selain dari

agama Islam, dan tidak ada perbedaan dengan pendapat pertama.

3. Pendapat yang ekstrim dalam Hukum Islam adalah
pendapat yang tidak diperkenankan sama sekali adanya
perkawinan antar agama, dimana seorang pria Islam
tidak diperkenankan kawin dengan seorang wanita
selain wanita Islam dan sebaliknya wanita Muslimat
terlarang kawin dengan pria selain beragama Islam.

Kalau berpegang pada pendapat tersebut diatas, maka tidak
ada satupun perkawinan antar agama yang seperti dicontohkan
diatas yang dapat dianggap sah menurut hukum. Terlepas dari
pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan pendapat
pertama lebih sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran yakni tidak

dapat diubah dan berlaku sepanjang masa.

2.4 Akibat Hukum Perpindahan Agama

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perpindahan agama
yang terjadi dalam suatu perkawinan akan membawa akibat-akibat
bagi perkawinan itu sendiri, maka didalam hal inj perlu adanya
pembahasan menurut perundang-undangan yang ada dan tinjauan
dari sudut agama Islam sebagai agama yang paling jelas mengatur

- tentang masalah perpindahan agama tersebut.

2.4.1 Menurut hukum Islam
Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai masalah perpindahan
agama dalam Hukum Islam, maka ada baiknya masalah perpindahan

agama jika ditinjau dari sudut pandangan hukum antar golongan
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atau hukum antar tata hukum. Perpindahan agama atau riddah jika
dipandang dari hukum antar golongan belumlah mempunyai dampak
yuridis, apabila tidak disertai dengan adanya suatu peralihan sosial
yaitu dari seseorang yang melakukan riddah. Hal ini adalah sesuai
dengan pendapat dari Sudarto Gautama, yang menyatakan bahwa *
Jika sesuatu tidak disertai dengan peralihan sosial kesuasana hukum
agama yang lain, hal ini justru disyaratkan untuk terwujudnya
peralihan agama, maka perbuatan ini tidak membawa akibat
perubahan status”(1984 :12)

Dari pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang
yang melakukan perpindahan agama, haruslah benar-benar telah
meninggalkan Syari’at agama yang lama. Dengan kata lain peralihan
agama bukan sekedar merpukan persoalan pribadi akan tetapi harus
merupakan peralihan sosial dan yuridis agar mempunyai akibat
status personil.

Tiap-tiap agama didunia ini mempunyai pandangan yang
berbeda-beda, kapan sesorang dinyatakan masuk dan keluar dari
agamanya. Menurut agama Islam untuk masuk ke agama Islam
diperlukan pengucapan dua kalimat syahadat, sedangkan untuk
keluar dari agama Islam dikenal dengan jalan Murtad /Riddah.

Menurut pendapat para ahli Figh Islam apabila salah seorang
“suami atau istri melakukan riddah/murtad maka perkawinan
menjadi batal. Tidak hanya itu saja bahkan dalam hal hak warisnya
dan hak kewalianya juaga menjadi putus. Dalam kaitannya dengan
masalah putusnya perkawinan disebabkan oleh adanya perbuatan

Riddah maka perlu dikaji mengenai pendapat yaitu


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan
mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami - istri
merupakan suatu hal yang menharuskan pisahnya mereka.
Dan bila salah satu dari suami-istri yang murtad itu bertaubat
dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan
perkawinan  seperti semula, maka mereka haruslah
memperbaharui akad nikah dan mahar. ( Syayid
Sabiq:1986:170)

Dari pendapat tersebut diatas, menyatakan bahwa karena
Riddahnya salah seorang suami-istri ini merupakan suatu hal yang
mengharuskan pisahnya dari perkawinannya, maka secara analogi
dapatlah dikatakan bahwa hubungan ikatan perkawinannya akan
menjadi batal demi hukum, jika kedua belah pihak ingin kembali lagi
kedalam ikatan perkawian seperti sedia kala, maka haruslah
melakukan akad nikah dan mahar yang baru lagi., dengan syarat
bahwa pihak yang melakukan riddah atau murtad tersebut harus
kembali lagi kedalam agama yang semula.

Apabila didalam masa riddah tersebut terjadi hubungan
kelamin maka terjadi perzinaan, konsekwensinya adalah bahwa anak-
anak yang dilahirkan setelah salah seorang orang tuanya melakukan
riddah/murtad, maka status anak yang dilahirkannya adalah anak
zina.

Diatas telah di sebutkan bahwa riddah/murtad dapat
mengakibatkan perkawinan menjadi batal demi hukum, dan demikian
juga halnya dengan hak waris. Orang yang berbuat riddah/murtad
terputus hubungan waris - mewarisnya. Sebagaimana dinyatakan
bahwa “Orang yang k'eluar dari agama Islam, tidak dapat pusaka dari
keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaiknya
ia pun tidak dipusakai oleh mereka yang beraga Islam” ( H. Sulaiman
Rasyid:1976:334)
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Para ahli hukum Figh Islam telah menetapkan bahwa orang
yang murtad baik laki-laki ataupun perempuan, tidak akan menerima
pusaka dalam hal waris-mewarisnya, baik selain dari muslim maupun
dari orang murtad, ataupun sejak semula bukan muslim. Adapun
sebab orang murtad tidak menerima pusaka dari orang yang bukan
muslim, walaupun orang yang bukan muslim itu murtad pula, adalah
disebabkan karena orang murtad dipandang orang yang tidak
mempunyai agama, berbeda dengan orang yang bukan muslim sejak
asalnya. Oleh karena itu si murtad dipandang tidak beragama, maka
tidak dapatlah menerima pusaka dari orang lain. Sedangkan terhadap
orang-orang ynag bukan muslim sejak asalnya, namum mereka
seagama, maka diantara mereka tetap ada hak waris-mewarisnya.

Karena orang murtad tidak saling mewaris tidak saling
mewaris, maka dalam hubunganya dengan masalah ini ada 3 (tiga)
pendapat yaitu:

a) Pendapat pertama menyatakan bahwa harta yang diperoleh
sebelum murtad ataupun sesudahnya hingga sampai kepada masa
meninggalnya, dijadikan harta fa’i dan diserahkan ke Baitul Mal.
Jadi tidak diberikén kepada waris-warisnya yang Islam demikian
menurut pendapat Ibnu Abbas, inilah yang dipegang oleh Malik
Asy-Syafi’i dan dipandang shahib dalam Madzab Ahmad.

b) Pendapat kedua menyatakan bahwa harta si murtad yang
diperoleh sewaktu dia masih Islam menajdi pusaka bagi ahli
warisnya yang muslim, sedang harta yang diperoleh sesudah dia
murtad sebelum dia meninggal, menjadi harta fa’i bagi para
muslimin dan dimasukkan dalam Baitul Mal. Inilah menurut

Madzab Abu Hanifah dan Syofan Ats Tsauri.
c) Pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa harta orang yang
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murtad, baik yang diperoleh sewaktu ia masih beragama Islam,
maupun harta yang diperoleh diwaktu dia telah murtad samapi dia
meninggal adalah menjadi pusaka bagi ahli warisnya yang muslim.
Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas’ud.
Inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas, apabila hukum Islam
diberlakukan secara penuh di negara Indonesia, maka akan lebih
condong untuk mengikuti pendapat yang kedua, sebab
bagaimanapun juga harta yang diperoleh sebelum berbuat
riddah/murtad adalah halal untuk diwariskan, sedang terhadap harta
yang diperoleh setelah dia murtad, maka kami sependapat dengan
pendapat pertama dan kedua yakni tidak dapat dijadikan pusaka bagi
ahli waris yang Islam, Karena sebagaimana diketahui bahwa orang
yang murtad adalah orang yang kafir dan telah djsebutkan dalam
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi :

........ barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya
lalu dia mati maka dia mati dalam kekafiran”

Sedang di dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan bahwa: ¢ Orang Islam tidak
mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi
harta orang Islam:” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Jédi antara orang
[slam dengan oran\?é'\kafirnya itu disebabkan karena murtad atau kafir

sejak asalnya, tidaklah saling mewaris, demikian menurut pandangan

hukum Islam.
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2.4.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Dalam menelaah masalah akibat hukum dari perpindahan
agama, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata sama
sekali tidak mengaturnya. Masalah perpindahan agama dalam suatu
perkawinan pun tidak merupakan salah satu alasan untuk
pembatalan perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya
mengatur pembatalan perkawinan yang tidak disebabkab oleh adanya
riddah/perpindahan agama, melainkan disebabkan karena tidak
terpenuhinya syarat -syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diatur di dalam
pasal 6 sampai 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu;
1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya izin kedua orangtua atau wali yang belum berusia 21
tahun;
3. untuk calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan
mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun kecuali ada dispensasi

dari pengadilan;

4

- antar calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan
keluarga atau darah yang tidak boleh dikawini;

5. calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan

pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak ada ikatan

perkawinan dengan pihak lain kecuali telah mendapat izin dari

Pengadilan untuk melakukan poligami;

oy

. bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi dan kemudian
bercerai lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang
untuk kawin kembali (untuk ketiga kalinya);

7. tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut
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tidak dipenuhi maka perkawinan dibatalkan. Jika ditelaah dengan
seksama dalam pennjelasan pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun
1974 diatas ternyata pengertian “dapat” dalam pasal ini diartikan
bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum
agama masing-masing tidak menentukan lain. Jadi masalah
pembatalan perkawinan juga merupakan masalah hukum agama
sebab sahnya perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 diatur dalam hukum agama dan kepercayaan masing-
masing dari orang yang kawin tersebut. Karena sahnya perkawinan
didasarkan pada hukum agama, maka sudah selayaknya batalnya
perkawinan juga didasarkan pada hukum agama masing-masing.
Peraturan pembatalan perkawinan yang termuat dalam Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan
pelaksanaanya yang sekarang masih berlaku yaitu hanya dapat
diterapkan pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum
agama yang mana memungkinkan dan mengenal lembaga
perkawinan.

Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara
limitatif mengenai masalah perpindahan agama/riddah maka perlu
kiranya melihat pada ketentuan penutup ketentuan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 66 menentukan bahwa;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini,
maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgelijk Wet Boek) Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiars S. 1933No.
74), Peraturan perkawinan campuran (Regeling Op de
gemungde Huwelijken S. 1890. No.158 ) dan peraturan-

peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh
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telah diatur dalam undang-Undang ini dinyatakan tidak
berlaku.

Adanya anggapan yang mengatakan bahwa dengan berlakunya
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka hukum
perkawinan Islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat. Sebab
menurut ketentuan dalam pasal 66 tersebut yang dianggap tidak
berlaku lagi adalah bukan peraturan-peraturan tersebut diatas secara
keseluruhan, akan tetapi hanyalah hal-hal yang mengatur tentang
perkawinan sejauh telah diafur dalam Undang-Undang perkawinan
ini, dalam hal-hal yang belum dan atau tidak diatur dalam Undang-
Undang perkawinan ini, maka masih akan tetap berlaku.

Dengan demikian hal-hal yang belum diatur dan tidak
bertententangan dengan Undang-Undang Perkwinan tetap berlaku
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, karena
sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, demikian pula
tidak sahnya perkawinan juga didasarkan pada hukum agamanya.
Karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak
mengatur masalah Riddah / perpindahan agama dalam suatu
perkawinan. Pembuat Undang-Undang agaknya menyerahkan
persoalan sepenuhnya pada ketentuan dari masing-masing agama.
Sedang masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan atau
riddah oleh Hukum Perkawinan Islam diancam batal demi hukum

demikian juga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
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BAB III
PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN
MASALAH PENYELESAIANYA

3.1. Akibat hukum perpindéhan agama dalam status

Perkawinan '

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaanya. Ketentuan yang
demikian ini ‘mempunyai arti bahwa sahnya perkawinan
menjadi lenyap apabila ada suatu kejadian, dimana kejadian
tersebut menurut hukum agama dan kepercayaanya dapat
melenyapkan sahnya suatu perkawinan. Menurut pandangan
para ahli hukum Figh Islam bahwa dalam suatu perkawinan,
salah seorang dari suami atau istri  melakukan
riddah/perpindahan agama maka perkwinanya harus segera
dibatalkan/diceraikan. Dengan demikian perkawinanya
menjadi batal yakni batal demi hukum .

Didalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
Khususnya pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan
kepercayaanya. Dalam hal ini perkawinan yang telah
dibentuk berdasarkan pada ajaran agama Islam jika salah
satu pihak suami atau Istri murtad maka perkawinan
tersebut dengan sendirinya batal. Hal ini berdasarkan surat
Al-Bagarah ayat 221 yang menyatakan “janganlah kamu

kawini perempuan musyrik sebelum mereka beriman dan

29
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Janganlah kamu kawinkan laki-laki musryik dengan pe
rempuan mukmin sebelum mereka beriman”. Dengan adanya
suatu perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau
istri dapat dijadikan alasan untuik bercerai dan perceraian
dianggap fasakh. Demikian juga ditegaskan dalam Firman
Allah dalam Surat Al-Muntahanah Juz 28 ayat 10 dikatakan
bahwa ¢ Janganlah kamu berpegang teguh pada tali
perkawinan dengan perempuan kafir dan hendaklah kamu
minta mahar yang telah kamu berikan padanya.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. ]
Tahun 1974, masalah perpindahan agama tidak diatur secara
jelas, akan tetapi Jika melihat pada Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975 yang mengatur
tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja
Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam
khususnya dalam pasal 27 Bab XI yakni mengenai
pembatalan perkawinan menyebutkan bahwa;

Apabila perkawinan telah berlangsung dan
kemudian ternyata terdapat larangan menurut
hukum munakahat atau perundang-undangan
tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat
membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
UU No. 1 /1974,

Dengan  demikian karena masalah  perpindahan
agama/riddah ini menjadi larangan menurut hukum
munakahat yakni hukum perkawinan dalam Islam, maka

sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas perkawinanya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

harus segera dibatalkan karena menurut Hukum Islam
perkawinanya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
Apabila diteliti dan dipahami ketentuan Pasal 2 ayat 1
UU No.I/1974, maka akan dapat diketahui ketentuan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum
masing-masing agama dan kepercayaanya, karena sahnya
perkawinan didasarkan pada hukum agama dan tidak sahnya
perkawinan pun juga harus didasarkan pada hukum agama.
Dimana didalam hukum perkawinan Islam perpindahan
agama/murtad dapat melenyapkan sahnya perkawinan
demikian juga menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Jadi dengan adanya perpindahan agama dalam suatu
perkawinan, maka status perkawinanya menjadi batal yakni
batal demi hukum. Karena tidak halal bagi suami dan istri

untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri.

3.2 Status anak vyang dilahirkan dari orang tua yang

melakukan perpindahan agama

Diatas telah diterangkan bahwa apabila dalam suatu
perkawinan terjadi salah seorang suami atau istri melakukan
perpindahan agama, maka hubungan perkawinanya adalah
batal demi hukum. Dan bagaimanakah terhadap status anak-
anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang batal demi
hukum tersebut ?

Dalam hukum Islam, Jika suami-istri tidak mengerti
atau tidak mengetahui akan hukumya riddah/perpindahan

agama tersebut dalam suatu perkawinan, kemudian
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melakukan hubungan kelamin sehingga dari hubungan
tersebut dilahirkan seorang anak, maka status anak
bukanlah anak zina melainkan anak subhat.

Pengertian subhat adalah sesuatu yang ada dalam
sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Dalam
hadist telah diterangkan bahwa barang yang halal
sudah terang dan barang yang haram sudah terang, dan
yang ada diantara keduanya adalah subhat. Jadi subhat .
itu tidak halal dan juga tidak haram, akan tetapi
barang yang subhat lebih dekat dengan barang yang
haram. ( M. Ghalib 1997:180)

Jadi anak yang lahir dari hubungan suami -istri
walaupun status perkawinanya dianggap batal demi hukum
yakni karena salah seorang dari suami/istri berbuat murtad
dan keduanya tidak mengerti dan tidak mengetahui
hukumnya , maka hubungan hubungan yang dilakukan oleh
suami-istri tersebut adalah bukan zina akan tetapi subhat,
sehingga anak yang dilahirkannya adalah anak subhat dan
status anak subhat tersebut lebih dekat dengan anak haram
daripada anak sah .

Lain halnya jika salah seorang dari suami-istri tersebut
mengerti dan mengetahui akan akibat hukumnya riddah, jika
dalam masa riddah tersebut suami-istri tersebut melakukan
hubungan kelamin sehingga melahirkan seorang anak, maka
status anak tersebut adalah anak zina karena hubunganya
dianggap zina. (Drs. M. Ghalib 1997:185)

Jadi walaupun secara resmi hubungan perkawinanya
belum diputuskan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi

karena salah seorang dari suami-istri telah mengetahui dan

mengerti akan hukum dari perpindahan agama tersebut,
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maka apabila mengadakan hubungan suami-istri dan
melahirkan seorang anak, status anak adalah anak zina yaitu
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah
disebabkan oleh adanya perpindahan agama/murtad dalam
suatu perkawinan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1
tahun 1974 pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah. Keabsahan seorang anak didasarkan
atas hukum agama dan kepercayaanya. Jadi secara analogi
sah atau tidaknya anakpun juga didasarkan pada hukum
agama sebagai akibat adanya perkawinan yang sah.

Masalah perpindahan agama juga menjadi larangan
menurut hukum munakahat atau hukum perkawinan Islam,
maka sesuai dengan pasal 27 Undang-undang perkawinan
beserta penjelasanya dari Peraturan Menteri Agama No. 3
Tahun 1975 perkawinanya harus segera diputuskan atau
difasidkan. Dalam praktek peradilan, jika dalam suatu
perkawinan terjadi salah seorang melakukan perbuatan
riddah /murtad, maka perkawinanya diputuskan atau
difasidkan. Dan putusnya perkawinan dimulai setelah
jatuhnya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dan setelah itu hubungan perkawinanya
sudah dianggap putus sejak diputuskan. Ketetapan
keputusan tersebut bukanlah berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan atau sejak akad nikah,
melainkan sejak difasidkanya perkawinan yang disebabkan

oleh perbuatan melakukan perpindahan agama/murtad dan
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keputusanya tidak berlaku surut terﬁadap anak-anak yang
dilahirkannya dari perkawinan tersebut. Dengan demikian
anak yang dilahirkan sebelum perkawinanya diputuskan
batal atau difasidkan secara resmi oleh hakim di pengadilan.
Makﬁ status anak tersebut adalah anak sah tanpa
memandang apakah mengerti atau tidak akan akibat hukum

dari perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan.

3.3 Tata cara penyelesaian perpindahan agama dalam
praktek perkawinan |

Dahulu bagi seorang wanita yang ingin bercerai dari
suaminya masih sulit sekali untuk mendapatkan perceraian.
Meskipun suami-istri tersebut sudah tidak dapat rukun lagi, ‘
maka sering kali wanita itu berusaha mendapat perceraian
dengan jalan riddah/murtad, yakni dengan menyatakan di
muka Pengadilan Agama, bahwa dirinya telah keluar dari
agama Islam. Pengadilan Agama hanya dapat menerima
perbuatan riddah seseorang. Jika orang tersebut menyatalkan
sendiri dengan tegas didepan Pengadilan Agama bahwa ia
sudah keluar dari agama Islam. Karena itu riddah yang
dilakukan selain didepan Pengadilan Agama tidak dianggap
sah.

Dalam praktek perkawinan, perpindahan agama yang
dilakukan oleh pihak suami atau istri adalah sebagai jalan
untuk bercerai dan Pengadilan Agama menetapkan bahwa
perkawihan wanita itu dengan suaminya sudah dianggap

putus karena perbuatan riddah tersebut. Dengan melihat

pada kenyataan yang tentang praktek perkawinan yakni
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riddah dipakai sebagai jalan untuk bercerai, maka
Mahkamah Tinggi Islam kemudian mengeluarkan keputusan
penting yang menghindari orang untuk keluar dari agama
Islam semat-mata hanya untuk melakukan perceraian yakni
dengan keputusan tanggal 13 Desember 1938 Nomor 15.

Mahkamah berpendirian, apabila Pengadilan Agama
menerima pernyataan seseorang dari suami-istri yang
berperkara tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan
riddah/murtad, maka Pengadilan Agama mulai pada saat itu
tidak berhak lagi untuk mengurus perkara suami-istri
tersebut sebab salah satu dari suami/istri tersebut sudah
tidak beragama Islam lagi. Sedangkan menurut pasal 134
ayat 2 Indische Statregeling dan pasal 2a ayat 1 peraturan
Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura, pendailan [slam
hanya berhak memeriksa suatu perkara apabila kedua belah
pihak beragama Islam.

Karena itu Biro Peradilan Agama dengan suratnya
tanggal 15 September 1954 NO. 15/11/55/74, kepada
instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia
menginstruksikan agar pernyataan dari pihak istri sebagai
alat penyelesaién perselisihan perkawinan dengan suaminya
hendaklah ditolak, karena menurut pasal 22 dari Stb. 1937
No. 116 dan 610, hak kekuasaan Pengadilan Agama antara
lain yaitu memeriksa perkara perselisihan suami-istri yang
keduanya beragama Islam. Jadi sejak saat penerimaan
pernyataan riddah tersebut Pengadilan Agama tidak berhak
lagi untuk menetapkan. Pengadilan Agama berkewajiban

menyarankan dan . menganjurkan supaya wanita tersebut


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat
mengajukan tuntutan, sehingga dapat diselesaikan
perselisihannya dengan jalan syiqaq apabila jalan taklik atau
fasakh tertutup.

Instruksi yang dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama
tersebut diatas adalah tepat karena masalah perpindahan
agama/riddah dalam suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh
istri sebagai jalan untuk melakukan perceraian. Tidak pada
tempatnya apabila dicampuri oleh Pengadilan Agama, selain,
tidak berkompeten juga dapat menimbulkan anggapan bahwa
Pengadilan Agama seolah-olah menganggap riddah sebagai
suatu cara resmi untuk bercerai.

Sesudah melakukan perpindahan agama atau riddah,
vang berkuasa mengurus perceraian suami-istri tersebut
adalah Pengadilan Negeri. Tetapi Pengadilan Negeri juga tidak
akan memutuskan peceraian karena Pengadilan Negeri
hanya mendasarkan keputusannya pada hukum Adat. Jadi
tidaklah dapat bercerai disebabkan adanya perpindahan
agama yang telah dilakukan oleh salah seorang suami atau
istri. Sesuai dengan Yurisprudensi hukumn Adat yakni
Keputusan Landraad Bandung ,tanggal 17 Maret 1935, yang
ditetapkan oleh Raad Van Yustitie Jakarta tanggal 13 Mei
1935. Dalam keputusan ini Raadd Van Yustitie berpendapat
bahwa hukum adat tidak mengenal putusnya perkawinan
karena adanya perbuatan melakukan perpindahan

agama/riddah yang dilakukan oleh salah seorang suami atau

istri.
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Dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang
untuk memutuskan perkawinan karena dengan alasan salah
satu pihak telah tidak beragama Islam lagi, sedangkan
Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan perkawinan
berdasarkan riddah, karena Pengadilan Negeri hanya
mendasarkan pada keputusan Hukum Adat. Dan karena
perkawinan dahulu dilangsungkan dimuka Pejabat Nikah
yang berkompeten yakni Pengadilan Agama sehingga tidak
ada kepastian hukum yang tetap yakni Pengadilan Agama.

Maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung
Reupbilik Idonesia, melalui Surat Ketua Muda Mahkamah
Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan
Agama No.30/TUADA/AG/III-UM/6/1983, tanggal 31 Agustus
1983 perihal wewenang mengadili perkara perselisihan
suami-istri memberikan petunjuk bahwa yang dipakai
sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya
Pengadilan Agama, adalah hukum yang berlaku pada saat
pernikahan dilaksanakan jadi seseorang yang melangsungkan
perkawinan sera alslam, perkaranya tetap menjadi wewenang
Pengadilan Agama walaupun salah satu pihak dari suami
atau istri tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Dengan
dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Pengadilan Agama
berwenang memutuskan perkawinan yang disebabkan salah
satu pihak dari suami atau istri melakukan perpindahan
agama dalam suatu perkawinan.

Memang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak
mengatur perpindahan agama sebagai alasan perceraian,

tetapi bagi Pengadilan Agama menerima permohonan seperti
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itu maka mengacu pada salah satu alasan perbuatan yang
dapat dipakai oleh para pihak suami atau istri menurut PP
No. 9 Tahun 1975 adalah perselisihan dan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk
berkumpul lagi dalam rumah tangga. Apabila perpindahan
agama tersebut mengakibatkan pertengkaran terus menerus
maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai akan tetapi
disini yang menjadi dasar gugatan adalah pertengkaran
bukan karena Riddah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal
27 menyebutkan apabila pernikahan telah dilangsungkan
kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum
munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan
perkawinan tersebut atas dasar permohonan sebagaimana
dimaksud pasal 23 Undang-Undang No.l1 Tahun 1974, karena
riddah/murtad merupakan larangan dalam hukum Islam
khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam. Kenyataan
dalam praktek jika terjadi perpindahan agama/murtad dalam
suatu perkawinan, maka perkawinan akan difasidkan atau
diputuskan dalam bentuk penetapan fasid.

Adapun alasan PengadilanAgama memfasidkan
perkawinan adalah karena perkawinan tersebut dari sejak
akad nikahnya telah memenuhi syarat-syarat untuk
melakukan perkawinan dan tidak terdapat alasan yang dapat
membatalkan perkéwinan sebagaiman disebutkan dalam UU

No.1 Tahun 1974, akan tetapi dalam kelanjutan
perkawinanya salah satu pihak melakukan murtad atau
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melakukan perpindahan agama dimana oleh hukum syara’

perkawinanya diancam batal demi hukum.

Dalam  praktek peradilan tata cara pengajuan
permohonan fasid nikah dilakukan sesuai dengan tata cara
seperti dalam mengajukan perceraian sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
yakni PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan 36
yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :
a.Pengajuan gugatan :

- QGugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau
kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat tergugat.

- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau
tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal
tetap, begitu juga dengan tergugat bertempat tinggal di
luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat
kediaman tergugat.

- Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah
satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan
kepada Pengadilan di tempat tergugat.

b. Pemanggilan :

- Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang
bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai,
panggilan disampaikan melalui surat atau yang
dipersamakan denganya. Dan pemanggilan ini dilakukan

setiap kali akan diadakan persidangan.
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Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita
(Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan
Agama)

Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang
patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasa
hukumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang
dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan
salinan surat gugat.

Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak
jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas,
panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada
papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan
melalui satu atau beberapa suratkabar atau mass media
lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua
kali dengan tenggang waktu satu bulan antara
pengumuman pertama dan kedua.

Apabila tergugat berdiam diluar negeri pemanggilanya

melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

. Persidangan :

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus
dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari
setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat
kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-
kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan
perceraian ini.

Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau

didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan
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kepada kuasanya dengan membawa surat nikah /rujuk,
akta  perkawinan, surat keterangan lainya yang
diperlukan.

Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil
sepatutunya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa
hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak
atau tidak beralasan.

Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam
sidang tertutup.

. Perdamaian :

Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua
belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan
sebelum gugatan diputuskan.

Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan
gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang
ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh
penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan
dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan
lain yang dianggap perlu.

. Putusan :

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam
sidang terbuka.

Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir,
asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah
ditentukan.

Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-

akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama
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Islam dan yang lainya. Bagi yang beragama Islam
perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung
sejak saat pendaftaranya pada daftar pencatatan kantor
pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Jadi penyelesaian msalah perpindahan agama ini
adalah sama dengan penyelesaian gugatan perceraian.
Dengan telah diputuskanya perkawinan yang disebebkan oleh
perbuatan murtad /riddah tersebut, maka ikatan
perkawinanya menjadi putus sejak difasidkannya perkawinan

tersebut oleh hakim dalam bentuk penetapan fasid.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Telah penulis uraikan tentang masalah perpindahan agama
dalam suatu perkawinan serta akibat-akibat hukumnya ditinjau dari

Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974. Dari bab pertama hingga bab ketiga, maka sampailah penulis

pada bab yang terakhir yaitu untuk menarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut yang penulis ketengahkan maka penulis

dapat menarik kesimpulan;

1. Seorang suami —istri yang melakukan perpindahan agama/murtad
dalam suatu perkawinan, apabila ditinjau dari Hukum Islam maka
Status perkawinanya adalah tidak sah dan batal demi hukum
sejak salah seorang dari suami atau istri tersebut melakukan
perpindahan agama. Dengan demikian tidak halal lagi bagi suami
- istri tersebut untuk melakukan hubungan sebagai suami-istri.

2. Mengenai perbuatan melakukan perpindahan agama dalam suatu
perkawinan dapat mempengaruhi status anak yang dilahirkan
setelah suami atau istri tersebut melakukan perpindahan agama.
Apabila ditinjau dari Hukum Islam maka ada 2 (dua) pendapat
yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa apabila diantara
kedua belah pihak dalam hal ini suami atau istri tidak mengetahui
dan tidak mengerti akan hukum dari perpindahn agama yang
dilakukannya tersebut sehingga setelah perpindahan agama
tersebut melahirkan seorang anak, maka status anak tersebut

adalah anak subhat. Hal ini dikarenakan dengan hubungan yang

dilakukanya tersebut karena dalam ketidaktahuannya akan akibat

43
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hukum dari perpindahan agama tersebut. Pendapat kedua
menyatakan bahwa apabila diantara kedua belah pihak dalam hal
ini suami atau istri telah mengetahui akan hukum dari
perpindahan agama/murtad tersebut, apabila dalam masa
kemurtadtannya itu melakukan hubungan suami isrti sehingga
dilahirkan éeorang anak, maka menurut hukum syara’ status
anak tersebut adalah anak zina, sedangkan yang menanggung
dosanya adalah pihak suami atau istri yang telah mengetahui
akan hukum dari perpindahan agama/murtad dalam suatu
perkawinan sebelumnya,

. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Muda
Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan
Peradilan Agama No.3/TUADA/AG/III/UM/8/1983 tanggal 31
Agustus 1983 perihal wewenang mengadili perkara perselisihan
suami-istri, memberikan petunjuk bahwa yang dipakai sebagai
ukuran untuk menentukan berwenahg atau tidaknya Pengadilan
Agama adalah hukum yang berlaku pada saat melakukan
pernikahan. Seseorang yang melangsungkan perkawinan secara
Islam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama
walaupun salah satu pihak telah tidak beragama Islam lagi, maka
Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkawinan yang
disebabkan oleh adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh
salah seorang suami atau istri. Dalam praktek peradilan tata cara
pengajuan fasid nikah dilakukan dengan tata cara seperti dalam
mengajukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yakni PP No. 9 tahun 1975
didalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Dengan telah
diputuskannya perkawinan yang disebabkan oleh Riddah atau
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murtad, maka ikatan perkawinanya menjadi putus sejak
difasidkanya perkawinan tersebut oleh hakim dalam penetapan
fasid.

4.2 Saran-Saran

Didalam sub bab tentang saran-saran ini penulis akan
mengemukakan beberapa saran yang menyangkut tentang masalah
perpindahan agama dalam suatu perkawinan sebagai berikut :

1. Dalam memilih pasangan hidup, bagi pasangan yang ingin
melaksanakan suatu ikatan perkawinan, selama masih ada
pasangan yang seiman atau sekeyakinan diharapkan untuk
memilih pasangan yang seiman agar tidak terjadi perpindahan
agama baik sebelum perkawinan dilakukan ataupun setelah
perkawinan dilakukan.

2. Bagi suami istri hendaknya tidak menyalah gunakan Lembaga
murtad ini sebagai jalan untuk mempermudah dalam proses

perceraian.
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Pasal 63, . ‘ !
Cukup jelas,
y Pasal 64, .
) Cukup jelas,
Pasal 65,
Cukup jelas.
P'asal 66,
Cukup jelas.
Pasal 67, .
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUDLIK INDONESIA NOMOR : 3019

LR

) Undang-Undang Perkawi nan

Peraturan Pemerintah R.1. NO. 9 tahun (%75,

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
No. i TAMUN 1974
VENTANG PERKAWINAN
PRESIDEN PEFiJRLIK INDONESIA
PERATURAW PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1575
TENTANG

- PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN ILEPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

|
|
<["
|

|

bahwa untuk Xelencaran pelzksunaan Un.
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Taliun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 3019), dipandang perlu uniuk menge-
luarkan Peraturan Pemerintah yang menga-

- tur kelentuau-ketentuan pelaksanaan dari
Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal § ayat {2) Undang-undang 1945;

2, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ten.
tang Peckawinan (Gembaran Megarn Tahun
1974 Nomor 1, Tasmbahan Lembsran Negara

Nomor 30173),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN  PEMFRINTAHN TENTANG

PELAKSANAARN UNDANG-UNDANG NO-
\MV?RNI TAHUN 1974 TENTANG PERKA-
NAN,

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan p
dengan :

3. Undang.undang adalah
Nomor | Tahun }974 tentar

emerintah ini yang dimalksud

Undang-undang
g Perkawinan;

. Undang-lindang Perkawinan * 35

|
|

R
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Pasal 5.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/
kepercayaan, pekeriaan, tempat kediaman ealon
mempelai dan apabila salah seorang atau kedua-
nya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri
alau suami terdahulu,

Pasal 6.

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi
merekia yang beragama Isiam dan Pengadil-
an Negeri bagi yang lainnya,

c. Tengadilan Negeri adulah Pengadilan dalam
Lingkungan Pengadilan Umuin;

d.~ “Pegawai Pencatat adalah pegawai. penca-
tut perkawinan dan percceraian,

G

' ]

(1

(2)

BAB T (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberi-
PENCATATAN PERKAWINAN tahuan’ kehendak melangsungkan perka-
Paal 2 - winan, meneliti apskah syaratsyarat per-

Percatatan perkawinan dJari mercka yang
meiangsungkan  perkawinannva menurut
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pen-
catat sebagaimanz  dimaksudkan dalam
Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, .
Pencatatan Perkawinan dari mercka yang
melangsungkan  perkawiriunya  menurut
agamanya dan kepeicayzannya itu selain
agama Islam, dilakukan cleh Pogawai Pen-
catat perkawinan pada kantor catatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam bterbagas per-
uindang-undangan  mengenai  pencatatan
perkawinan,

but dalam ayat (2) distbabkan scsuatu
nlasan yang penling, diberikan oleh Camat
atas nama Bupati Kepala Dacrah,

Pasal 4,

Pemberitahuan dilabukan secura lisan atau

terinlis oleh calon mempelsi, atau oleh orang
lua atau wakilnya,

Undang-Undang Perkawinan

e

‘Undang~Undang Perkawinan

kawinan telah dipenuhi dan apakah tidak
terdayat halangan perkawinan menurut
Undang-undang,

-(2) Selain penclitian terhadap hal sebagai di-

maksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat

meneliti pula : : :

“a, Kutipan akta kclahiran atau surat ke-
nal lahir calon mempelai, Dalam hal
tidak ada akta kelzhiran atau surat ke-
nal lahir, dapat dipergunakan surat ke-
lerangan yang menyatakan umur dan

“asal usul calon mempelai yang diberi- -
kan oleh Kepala Desa atau yang seting-
kat dengan itu; '

b. Keterangan mengenai nama, agama/

(3) Denpan tiduk mengurangi heteatuan-keten- keper n
tuan vang khusus berlaku bagi tata cara unrég.‘i‘g::,e:u&cﬁg:mmcgﬁ,nd:fmp“
pencatatan perkawinan burdasarkan berba- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebaéai di-
pai peraturan yang beelaku, latacara pen- maksud dalam Pasal 6 ayat (2) (3), (4)
calutan perkawiaan ditfakakan scbqgaimana dan (5) Undang-undang, apab’ila salah
| (lgL._-:?luki;m. dulam_ Pnsal. 3 campai dengan seorang calon mempelai atau keduanya
. pasa! @ Peraturan Pemcrirtah inj, belum mencapai umur 2] (duapuluh
"l‘ 0 sa!u) tahun;
asal 3. d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal
(1) Setiap orang yans akan melangsungkan per- 4 Undang-undang; dalam hal calon
kawintan memberitahiukan keliendaknya itu ‘ mempelai adulah scorang suami yang
kepada Pepawai Puenzatat di tempat perka- masih mempunyai istri;
winan akan dilangsungkan, €. Dispensasi Pengadilan/Pejabat scbagai
(2) Pemberitahuan tersebut dajam ayat (1) di- dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-
lakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) undang; ‘
haii kerja sebelum perkawinan dilangsung- f.  Surat Kematian isteri atau suami yang
kan . terdahulu atau dalam hal perceraian
(3) Penpecualian terhadap jungka waktu terse- surat keterangan perceraian, bagi per-

kawinan untuk kedua kalinya atau
lebih; "

B. . Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk
oleh  Menteri HANKAM/PANGADB
apabila salah seorang calon mempclau!

atau keduanya anggota Angkatan Ber-
senjata;

37
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h, Surat Kuasa otentik atau Jdibawah ta-

ngan.yang disahkan oleh Pegawai Pen-
catat, apabila salah scorang calon -
mempelai atau keduanya tidak dapat

s+ ohadir sendiri karcna sesuatu alasan
yang penting, sehingga mewakilkan
kxepada orang lain,

§n Pasal 7..

Hasil penclitian sebagai dimaksud Pasal 6,
oleh Pegawai Pencatat ditplis dalam sebuah
daftar yang diperuntukan. untuk i.ttll..
Apabila ternyata dari hasil penelitian ter-
dapat lalangan perkawinan sebagai dimak-
sud Undang-undang dan atau belum dipe-
nuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal
6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, ke-
adaan jtu scgera diberitahukan kepada ca-
lon mempelai atau kepada orang tua atau
kepada wakilnya,

, Pasal 8.

(n

(2)

Setclah | dipenuhinya tatacara dan sysrat-

syarat pcm‘berilahuun scerta tiada sesuatu halang-
an perkawinan, Pegawai Pencalat menyelengga-
rakan pengumuman tentang pemaberitahuan ke-
hendak melangsungkan perkawinan dengan cara 3
menempelkan surat pengumuman menurut for- .
mulir yang ditctapkan pada kantor Pencatatan
Perkawinan pada suatu tempat yang sudah di-
tentukan dan mudah dibaca oleh umum,

Pasal 9.

Pengumuman ditandatangani oleh Pcgawai

Pencatat dan memuat :

a, Nama, umur, zgama!kmpercayun, peker-
jaan, tempat kediaman dari calon mempelai
dari orang tua calon mempelai; apabila sa-
lah scorang atau keduaaya pernah kawin
discbntkan nama isteri dan atau suami
mereka terdahuly; :

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan
akan dilangsungkan, ‘

BAR 11
TATACARA PERKAWINAN
K Pasal 10,

Perkawinan dilangsungkan setelah harij ke-
sepuluh. scjak pengumuman kehendak per-
kawinan olch Pegawai Pencatat seperti

89}

3

38 tindang-Undang Petkawinan

yang Jdimaksud dalam TPasal 8 Peraluran

Pemerintah ini,

Tatacara perkawinan dilakukan meruiut

hukum masiv: masing agamanya dar Ke-

percayaaraya itu,

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan

+1. - menurut masing-masing hukum agamanya
dan kepercayaannva itu, perkawinan dilak-

© sanakan dihadapan Pegawai®Pencatat dan
dihadiri oleh dua orang saksi, g

(2)

Pazal 11,

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawin.
an sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal
10 Peraturan Pemerintah inj keduy mcenipe-
lai menandatangani akta perkawinan yang
telah disiapkan oleh Pegawai encatat Lier-
dasarkan ketentuan yang berlaku,

Akta perkawinan yang telah ditands tangani
oleh mempelai iy, sclanjutnya ditandata-
ngani pula o'eh kedua saksi dan Pepawai
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan
bagi yang melangsungkan perkawingn me-
© nurut agama Islam, ditanda tangani pula

oleh wali nikah atau yang mewakilinya,

o

(2)

(3) Dengan penandatangan akta perkawinan,
maka perkawinan (clah tercatat sccara
resmi.

' BEAD IV
AKTA PERKAWINAN
Pasal |2,

Akla perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ke-
percayaan pekerjaan dan tempat kediaman
i suami-isteri;
Apabila salah seorang
kawin, disebutkan juga
terdahulu; .
b. Nama, ngama/kcpercavaan, pekerjaan dan
tempat kediaman orang tua mercka;
c. [Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), (3), (4) dan (5) Undang-undang,
d. Dispensasi scbagai dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) Undang-undang; .
€. lzin Pengadilan schagaj dimaksud dalam
Pasal 4 Undangaindang;
f. * Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal
' 6ayat (1) Undang-undang; ‘
g. . lzin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Men.-

atau keduanya pernah
nama isteri atau suami

Undang-Undang Perkawinan 39
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teri HFANKAM/PANGAB bagi anggota Ang; lagi didumaikan uatuk hidup rukun lagi dalam
katan Bersenjata; rumah tangga, 1
-h, Perjanjian perkawinan apabila ada; .
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, peker; Pasel 17, :
jaan dan tempat kediaman para saksi, dar Sesaat sctelzh dilakukan sidang pengadilan
wali nikah bagi yang beragama Islam; untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud B
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, peken dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat
jaan dan tempat kediaman kuasa apabils gyra¢ keterangan tentang terjadinya perceraian
perkawinan  dilakukan  melalui ;. seorang tersebut.
kuasa, ' Surat keterangan itu dixirimkan kepada Pegawai
' Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk
Pasal 13, diadakan pencatatan perceraian,
(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap ! ’
(dua), helai pertama disimpan oleh Pegawa Pasal 18. |
Pencatat, helai kedua disimpan pada Pani{ ‘Percerajan ini terjadi terhitung pada saat
tera Pengadilan dalam wilayah Kantor pew. perceraian itu dinyatakan dj depan sidang
catatan Perkawinan itu berada, pengadilan', &
(2) Kepada suami dan isteri masing-masing di’ ‘
berikan kutipan akla perkawinan, . Pasal 19, j ;
Perceraian  dapat terjadi karema alasan a‘au
B J} B. V‘ ) : alasan-alasan . ’ 4
TATACARA PERCERAIAN { 8. Salah satu pihak berbuat zina atav menjadi (
Pasal 14 . ' pemabok, pen.adat, penjudi, dan lain seba-
g : ' bapainya yang sukar disembuhkan, .-
Scorang suami’ yang telah melangsungkar b, Salah satu pihak meninggalkan pihak iain
perkawinan menurul agama lslam, ryang akan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
menceraikan isterinya, mengajukan surat kepa! izin pihak lain dan tanpa alasan yang suh
da Pengadilan di tempat tinggalnya, yang beris atau karena hel lain diluar kemampuan-
pembentahuan baliwa ia bermaksud mencerai nya; A
Kan isterinya diseitai dengan alasan-alasanny: ¢ Salah safu p'hak mendapat hukuman pen-
serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan jara S (lima“ tahun atau hukuman vang
sidang untuk keperluan itu, lebih berat 5 te'ah perkawinan berlangsung:
~ 1d. Salah satu pihak melakukan kekejaman
Pasal 15, g B ;iau p;nﬁaniayaan berat yang membahaya-
Pengadilan yang bersangkujan mempelajar 2n pihak yang lain; .
isi surat yang dimaksud Pasall 14, dan dalan & Salah satu pitak mendapat cacal badan
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) has atau penyakit dengan akibat tidak Capat
memanggil pengirim surat dan  juga isterinyi menjalankan kewajitannya sebagai suami/
unluk meminta penjelasan tentang segala sesua! Ister, . o .
tu yang Lerhubungan dengan maksud percerail I+ Antara suami dan isteri terus-menerus ter-
an ilu, | Jadi perselisshan dan pertengkarcn dan (-
dak ada harapan akan hidup rukun lagi
Pasal 16. | dalam rumah tangga. :
Pengadilan hanya memutuskan untuk me, Pasal 20
ngadakan sidpng pengadilan untek menyaksikar, ) il
perceruian yang dimaksud dalam Pasal 14 aps (1) Gugatan Pperceraian diajukan oleh suami
bila memang terdapal alasan-alasan seperti yanf ~ 8lau isteri atau kuasanya kepada Pengadil-
dimaksud dalam P'asal 19 Peraturan Pemerintal an yang dacrah hukuninya meliputi tempat
ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antan kediaman tergugat, '
suami isteri yang barsangkutan tidak mungkis (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidgk
. jelas stau tidak diketahui atau tidak mem-
40 Undarfg-Unidang Perkawinalndang-Undang Perkawinan 41
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punyai tempat kediaman yang tetap, gugat-
an perceraian diajukan kepada Pengadilan
ditempat kediaman penggugat. - - ) )
(3) Dalam hal tergugat bertempat kedm'rqan di
luar negeri, gugatan perceraian dja,_jukan
kepada Pengadilan di tempat kediaman
renggugat, '
Ketua Pengadilan menyampoikan permo-
honan tersecbut kepada tergugat melalu Per-
wakilan Republik Indonesia setempat,

Pasal 21,

(1) Gugatan perceraian kareng alasan terscbut
dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada
fengadilan ditempat kediaman penggugat.

(1) Gupgatan tersebut dalam ayat (1) dapat d_l-
ajukan setclah lampau 2 (dua) tahun terhi-
tung scjak tergugat mening=alkan rumah,

(3) Gugatan dapat diterima 2pabila tergugat
menyalakan alau menunjukkan sikap tidak
mau lagl kembali ke rumash kediaman ber-
sama,

Pasal 22,

(1) Gugatan perceraian karena alazan tersebut
-+ dalam Pasal 19 hurul f, diajukan kepada
Pengadilan di tempat kediaman tergugat, |
(2) Gugatan terscbut dalan, ayat (1) dapat di-
teriinu apa bila telal cukup jeias tagi Peng-

adilan mengenai scbabscbab perseiisihan |
dan pertengkaran itu dan setelah mende- .

ngar piliak keluarga serta ‘orang-orang yang
dekat dengan suami-isteri itu,

Pasal 23.

G"usamn perceraian xarena -alasan salah se-
orong dari suami-isteri mendapat hukuman pen-
iara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih

beint scbagai dimaksud Jolam Pasal’]9 huruf C-y

maka untuk mendapatkan putusan perceraian

seCagai bukli penggagat cukup menyampaikan L
salinan putusan’ Pengadilan yang tmemutuskan (|
perkera disertal koternnzan yang menyatakan

bahwa pulusan itu telgh mempunyai kekuatan
hukum yang tetap,

Pasal 24,

(1) Selnma berlangsungnya gugatan perceraian
atas permohonan penggugat atau tergupst
atau  berdasarkan  pertimbangan bahaya
yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan da-

47 .
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pat mengizinkan suami-isterj tersebut
untuk tidak tinggal dalam satu rumah,

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian,
alas tergugat, Pengadilan dapag : ‘

a.  Menentukan nafkah yang harus ditang-
gung oleh suami;

b, Menentukan hal-hal yang perlu unfuk
menjamin pemeliharaan dan pendidik-
an anak;

¢. Menentukan hal-hal yang perlu untuk
menjamin  terpeliharanya barang-ba.

-rang yang menjadi hak bersama suami-
isteri atau barang-barang yang menjadj
hak suami atau barang-barang yang
menjadi hak isteri,

Pasal 25,

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau
isteri meninggal sebelum adanya putusan Peng.
adilan mengenai gugatan perceraian itu,

Pasal 26,

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan
yang memeriksa gugalan perceraian, baik
Penggugal maupun tergugat atau kuasa
mereka akan dipanggil untuk menghadir;
sidang tersebut,

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan
oleh jurusita: bagi Pengadilan Agama pang-
gilan dilakukan oleh Petugas yang djiunjuk
oleh Ketua Pengadilan' Agama. o

(3) P:nggilan disampaikan kepada pribadi yang

¢ bersangkutan, Apabila yang bersangkutan
tidak dapat dijumpainya, panggilan disam-
paikan melalui Lurah atau yang dipersama-
kan dengan jtu,

"(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1)

+- dilakukan dan disampaikan secara patul
~dan sudah diterima oleh Penggugatl maupun
tergugat atau kuasa mercka selambat-lam-
batnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka .

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan
salinan suraf Bugatan,

Pasal 27,

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan sU-
perti tersebut dalam Pasal 20 “ayat (),
panggilan dilakukan dengan cara menem.
pelkan gugatan pada papan pengumuman
di Pengadilan dan mengumumkannya mela-
lui satu atau beberapa surat kabar atau

Undang-Undang Perkawinan 43
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I11351{'Il“!.~.3?diii lain yang ditetapkan oleh Peng-
adilan.”!

Pengumuman  melalui surat kabar alau
sural-surat Kabar atau mass media tersebut
ayat (1) dilakukan sehanyak 2 (dus) kali
dengan tenggang waktn satu bulan antara
pengumuman pertama dan kedua, .
Tenggang waktu antara penggilan terakhir
stbagai dimaksud ayatl (2) dengan persi-
dangan dilctapkan sckurang-kurangnya 3
(tiga) bulan, -

Dalam Wal sudah dilakukan panggilan seba-
fai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat
atau kuasanyas tetap tidak hadir, gugatan
diterima tanpa badirnya tergugat, kecuali
apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak
beralasan,

S . S

= L

'asal 28.

Apabila tergugat berada dalam keadaan se-
hagaimana dimaksvd dalam Pasal 20 ayat (3)
panpgitan disampaikan mclalui Perwakilan Re-
publik Indoncsia setempat,

Pasal 29,

(1) Pemeriksaan gugatan percerajan dilakukan
olch Hakim sclambat-lambetnya 30 (tiga
puluh) hari sctelah diterimanya berkasf
suratl gugatan perceraian. g
Dalam  menetapkan  waktu mengadakan
sidang  pemeriksaan  gugatan  perceraian
peria diperhatikan tenggang waktu pe-
manggilan dan diterimanya panggilan terse-
but oleh penggugat maupun tergugat atau
kuasa merexa, -
Apabila tergugat berada dalam keadaan sc-
perti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), si-
dang pemeriksaan gupatan perceraian dite-
tapkan sekurang-kurangnya 6 {enam) bulan
terhiturg  sejuk  dimasukkannya gugatan
perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan,

Pasal 30,
Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian,

suami dan isteri datang sendiri atau mcwukilkanl
kepada kuasanya, ; 4

|

Pusal 31, 3 . i

ilakim yang memeriksa perceraian berusa-
ha mendamaikan kedua pihak,

(1),

sidang pemeriksaan,

Pagal 32,

Apabila tercapai perdamaian, maka (idek
dapat diajukan gugatan perceraian baru ber-
dasarkan, alasan atuu alasan-wlasan yang ada se-
belum perdamaian dan telah diketahui oleh
penggugat pada waktu dicapainya perdamaian,

't Pasal .33,

‘ Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pe-
meriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam
,sidang tertutup,

- Pasal. 34,

Putusan mengenai’ gugatan perceraian di-
ucapkan dalam sidang terbuka.
Suatu perceraian dianggap terjadi beserta
scgala akibat-akibatnya terhitung sejak saat
pendaftarannya pada daftar’ pencatatan
kantor pencatatan olch Pegawai Pencatat,
kecuali bogi mereka yang beragama Islam
v terhitung sejak jatulinya putusan Pengadil-
an Agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. g

Pasal 35.

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadil-
an yang ditunjuk berkewajiban mengirim-
kan satu helai salinan putusan Pengadilan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)
yang teloh mempunyai kekuatan hukum
yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa
termeterai kepada Pegawai Pencatat ditein-
pat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pen-
‘catat mendaftarkan putusan perceriian da-
lam scbuah daftar” yang diperuntukkan
untuk itu,

Apabila perceraian dilakukan pada daerah
hukum yang berbeda dengan dacrah hu-
kum Pegawai Pencatat dimana perkawinan
dilangsungkan, maka satu helai salinan pu-
tusan dimaksud ayat (1) yang telali mein-
punyai kekuatan hukum yang tetup/telah
dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan
pula Kepada Pegawai Pencatat tempal per-
kawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai
Pencatat terscbut dicatat pada bagian ping-
“gir dari daftar catatap Perkawinan, dan bagi
perkawinan yang dilongsungkan di [uar

.
#(2)

(1

(2)

! (2) Sclama perkara belum diputuskan, usaha negeri, salinan itu disampaikan kepada Pe-
‘, - meadamaikan dapet dilakukan pada setiap gawai Pencatat di Jakarta.
\ 44 lndang-Undang Perkawinan | “Undang-Undang Perkawinan 45
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(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan ter-
scbut dalam ayat (1) menjadi tanggung ja-
wab Panitera yang bersangkutan apabila
yang demikian itu mengakibatkan kerugi-
an bagi bekas suami atau isterinl:q kedua-
nya, ‘ i

}
e Pasal 36.

(1) Tz iera Pengadilan Agama sclambat-lam-
bataya 7 (tujuh) hari setelah perceraian di-
putuskan menyampaikan putusan yang te-
lah mempunyai kekuatan hukum yang te-
tap itu kepada Pengadilan Negeri untuk di-
kukuhkan, .

(2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan membubuhkan kata-kata "dikukuh-
kan™ dan ditandatangani oleh hakim Peng-
adilan Ncgeri dan dibubuhi cap dinas pada
putusan tersebut,

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lam-
batnya' 7 (tujuh) hari sctelah diterima pu-
tusan dari Pengadilan Agama, menyampai-
kan kembali putusan itu kepada Pengadilan
Agama, :

BAD VI
PEMEATALAN PERKAWINAN

Pasal 37.

Datalnya sustu perkawinan hanya dzpat di-
putuzkan oleh Pengsdilan,

Pasal 38,

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan
Ginjukan olsh plhak-pjhak yang berhak
meuzajukannys Xepads Fengadilan ysng da-
crah hukumnya meliputi tempat berlang-
mungnya perkawinan, alau di tempat tinggal
kodus susmi-istecl, suaini atau jsteri,

(2} Tatocare pengajusn permohonan pembatal-
an perkawinan dilakukan sesuai dengsn
Iatacara pengajuan gugsian percernian.

(3) Halhal yang berhubungan dengan pongadil-
an, pemetiksaan pembatalan perkawinan
dan putusan Pengadilan, dilakukan seguai
dengan tatacara tersebut’ dalam Pasal 20

sampei dengan Pass] 36 Peraturan Pemerin-
tafi ind

Undang-Lndang Psrkauihm

BAB VI
WAKTU TUNGGU

Pasal 39.

(1) Waktu tunggu bagi scorang janda sebagai
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-
undang ditentukan sebagai berikut :

.a,  Apabila perkawinan putus karena ke-
matian, waktu tunggu ditetapkan 130
(seratus tiga puluh) hari,

b. Apabila perkawinan putus karena per-
ceraian, waktu tunggu bagi yang masih
berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) ka-
li suci dengan sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari’ dan bagi yang
tidak berdatang bulan ditetapkan 90
(sembilan puluh) hari;

¢ Apabila perkawinan putus sedang jan-
da tersebut dalam keadaan hamil, wak-

tu tunggu ditetapkan sampai melahir.
kan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang
- putus perkawinan karena perceraian sedang
antara janda tersebut dengan bekas suami.
nya belum pernah terjadi hubungan kela-
min,

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perce-
raian! tenggang waktu tunggu dihitung se-
jak jatuhnya putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
sedangkan bagi perkawinan yang putus ka-
rena kematian, tenggang waktu tunggu di-
hitung sejak kematian suami.

BAD Vi
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40,

_Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-
isteri lebih dari scorang maka ia wajib mengaju-

kan permohonan sccara tertulis kepada Peng-
adilan,

Pasal 41. ¢ '
Pengacilan kemudian memeriksa mengenaj :
a. . ada atau tidaknya alasan yang memungkin-
kan seorang suami kawin lagi, ialah :

kewajibannya sebagai‘isteri;
~ — bahwa isteri mendapal cacat badan

‘Undang-Undang Perkawinan 17
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e
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o |
{ L i
IE-? atau penyakit yang tidak dapat disem- |
;'J buhkan; - ) : : BAB IX
b e iahwa isteri tidak dapat melahirkan KETENTUAN PIDANA
k1 clurunan. ) . ‘
{ b. ada atau tidaknya persctujuan darll1 isteri, - Pasal 45,
i baik persetujuan lisan maupun tertulis, apa- | (1) gecuan anabila di )
{ i juan itu merupakan persetujuan b apabila ditentukan lain dalam per-
l J E;Lanpc;ziigima:agu“u hai-us diti)cnpkali di- | x:{g" perundang-undangan yang berlaku,
{ depan sidang pengadilan; * : ;
} ¢, adg atau tidal; adanya kemampuan suami a. DBarang slapa yang melanggar ketentu-
untuk menjamin keperluan hidup isteri-is- t ~an yang diatur dalam Pasal 3,10 ayat
1 teri dan anak-anak, dengan memperlihat- ." (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihu-
' A 4 | k.um ‘dengan hukuman depda setinggi-
b i. sural keterangan mengenai pengtmsbilan ( -::-’:ﬁi";'&q]}f)’-’ 7.500,— (tujuh ribu lima
i itanda-tangani ofeh ben- | . !
’(‘j‘;ah‘;’;a ﬁ?& ﬂ“gc“k;jr’f“u o il b. Pegawai Pencatat yang melanggar ke-
| {iff% surat keterangan pajak penghasilan; | tentuan yang diatur dalam Pasal 6,7 8,
A | ?n-w :Yﬁl.(_l) Hl [l'cla'4d4 Peraturan Pe.
% — erintah ini dihukum dengan hukuin-
"': ) ;l;aéitﬁt;;:\lg:ﬂl;w Fans dapat i) f :,?, l:n“-w?san dsci:ima—lamanya 3 (tiga)
* . ’ . a - c- * -
e d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa su- | ) Rp.?.SOOaE (t:j?xha riﬁ:“&%ﬁ; [rt:lgf.smr{ja
‘l’l'ﬂii il ami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri | * piah), 5 2
i dan anak-anak mereka dengan pernyataan |}  (2) Tindak pidana yang dimaksud dala
i s : ; - t
i atau janji dari suami yang dibuat dalam 1) di dlam aya
| | I,"j r . bcnluic r;r’ang ditetapkanyumuk itu, ' S mcru;:iakan pelanggaran.
18 \5]3 Pasal 42. PE““’ S
H : (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai NUT U.P
o hal-hal pada Pasal 40 da&\ 41, Pengadilan Pasal 4%
i “h memanggil dan mendengar isteri ya 5
L ks ; | Tanea mengurangi ketentuanketentuan da
i (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilaku- kael?c fraw“'? Pemerintah ini, maka ketentuan-
| kan oleh hakim selambat-lambatnya 30 En“l‘““ lainnya yang berhubungan dengan
(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat Ehugz “';"‘ tentang perkawinan dan perceraian
FIi permohonan  berserta lampiranampiran- | sus bagi anggota Angkatan Bersenjala, di-
' nya | atur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PA.
; / : NGAB. ;
| Pasal 43, | Pissl 47
\ Apabila Pengadilan berpendapat balva cu- | De b :
| kup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih | K “i‘”‘ berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dari scorang, maka Pengadilan memberikan pu- daﬁ-n A d“"“'“’“‘k‘“e"‘“m peraturan perun-
| tusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih | \ng-undangan yang mengatur tentang perka-
' dari scorang. ‘ '[‘:'mnn'scmu-h-lc.hh diatur di dalam Peraturan
emerintah ini dinyatakan tidak berlaku,
[ Pasal 44, ‘P
| Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan ! P ; . 38l 48,
f pencalatan  perkawinan scorang suami yang | di etunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih
akan beristeri lebih dari scorang sebelum .ada- P“‘"fgﬂp peclu untuk kelancaran pelaksanaan
| nya izin Pengadilan seperti yang dimaksud da- { ]erla 'ﬂ“" Pemerintah ini, diatur lebih lanjut
i - lam Pasal 43. : - ©lel Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Ne.
i : | geri dan Menteri Agama, baik bersama-sama
J maupun dalam bldangnya masing-masing.
' o :
5'5 . 48 Undang-Undang Perkattexnar Un_dang-Undang Perkawinan ) 49
i . : ) :
2 | ;
it :
S B !
b, .
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Pasal 49.

{1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pa-
Jda tanggal 1 Oktober 1975; ) 1

(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
merupakan pelaksanaan sccara efektil dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 len-
tang Perkawinan, .

Agar supaya scliap orang dapal mcng'clahui-
nya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

* Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA®

ttd,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

diundangkan di Jakarta
i pada tanggal 1 April 1975°
" \{(ENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SUDHARMONO, SJL.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1975
NOMOR 12,

50 Undang-Undang Perkawinan

SR ———————

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAIl REPUBLIK -
INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR'I TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

Untuk melaksanakan  Undang-Undang
No. | tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di-
undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara
efektil masih diperlukan peraturan-peraturan
pelaksanaan, antara lain yang menyangkutl ma-
salah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksa-

- nmaan perkawinan, (ata cara perceraian, cara

mengajukan gugatan perceraian; tenggang wak-
tu bagi wanita yang mengalami putus perkawin.
an, pembatalan perkawinan dan ketentuan da-
lam hal seorang suami beristeri lebih dari se-
orang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah ini
memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-
masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat
memperlancar dan mengamankan pelaksanaan
dari Undang-Undang tersebut. Dengan keluar-
nya Peraturan Pemerintah ini maka telah pasti-
lah saat mulainya pelaksanaan secara clektil
dari Undang-Undang No. 1 tersebut, jalah pada
tanggal 1-10-1975. {

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pe-
merintah ini diperlakukan langkahdangkah per-
siapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pe-
laksanaan dari berbagai Departemen/Instansi
yang bersangkutan, khususnya dari Departemen
Agama, Departemen Kehakiman dan Departe-
men Dalam Negeri, schingga segala sesuatu da-
pat berjalan tertib dan lancar, maka perlu dite-
tapkan jangka waktu enam bulan sejak diun-
dangkannya [Peraturan Pemerintah ini untuk
mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut,
Pasal demi pasal,

E Pasal |.

Cukup jelas,
Pasal 2.
(1) dan (2)

Dengan adanya,ketentuan (ersebut dal;ci
pasal ini maka pencatatan-perkawinan dilaku-

Undang-Undang Perkawinan 51
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e . ERATURAN MENTERI AGAMA
. Digital Repasitory UniVersstas vember

TENTANG

24 KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN
: TATA KERJA PENGADILAN AGAMA DALAM
i MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANMGAN PERKAWINAN BAGI YANG
BERAGAMA ISLAM

MENTERI AGAMA,

Menimbanz @ L. 3ahwa tota cara pencatatan nikah, talak
dan rujuk serta kewajican Pegawai Pen-
catat  Nikah, berhubung dengan ber-

: lakunys Peraturan Pemerintan No. 9

i tahun 1975 tentang  pelaksanaan Un-

p dangundurz No. 1 tahun 1974, maka

Peraturan Menteri Agama No. | tahun

1955 tentang kewajibun-kewajiban Pe-

i gawai  Pencatat Nikah dalam melak-

sanakan Undang-undanz No. 22 tahun
R 1946 jo  Undang-undang No. 32 tahun
it 1954 perlu dirobah,

- 5 Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 9 tuhun 1975
L tentang pelaksanaan Undang-undang Per-
i kawinan No. | “tahun 1974, tata kerja

Pengadilan Agama perlu disempurnakan.

259
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Lm, n- uml Y \nmm taljun 1974 ik . ‘ :2 Bt
TN N o OSItor un i Py Vodymapadans No. 22 i
l\;?a:

3.Und:mg_-u.m.l.ng Nomor 22 whun 1946
Jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954,

4. Undung-undung Nomor 14 tahun 1970;

5. Staatsblad  tahun 1882 Nomor 152
jo. 1937, Nomor 610, 116;

. Staatsblad  tahun 1937 Nomor 638;

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
. 1957,

b, Kepzia Pegawal Pencatat Nikah jalah @
Kepala Sub Seksi Kepensghuluan pada Kancor Depar-
temen Agama Kabupaten/Kotamadya ;

c. P.3 NTR ialah sebagaimana yang diatur tersendiri -
dalam Peraturan Menteri Agama ;

Ch

~J

d. Pengadilan Agama ialah :
Pengadilan Agama di Jawa-Madura, Kerapatan Qadli
di Kalimantan Selatan dan Pzngadilan Agama/Mah-
kamah Syari'yah di luar Jawa-Madura ;

e. Kepala Desa ialah Kepala Desa, Kepala Kampung,
Kepala Negeri, atau setingkat dengan itu, yang ber-
hak mengeluarkan surat keterangan ;

MEMUTUSKAN:
1 mencabut :

eraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955
eraturan Menteri Ag: ama No. 2 talun 1954,
f. Kaum ialah pejabat pamong desa yang dalam masya-
(AN : "PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN rakat desa atau kampung diserahi mengurus hal-

PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN § hal yang berhubungan dengan keagamaan yaitu

B Lo o T

TATA KERJA PENGADILAN AGAMA” :r Kaum, Modin, Lebe, Amil, Kayim dan sebagaiilya,
- 2 (2) u. Akta Nikah ialah Akta Perkawinan sebagaimana
BAB I /2 ditentukan oleh pasal 12 dan 13 P.P. No. 9/1975
KETENTGAN UMUM % yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah ; [
-j b. Suku Pendaftaran Talak, jialah buku yang disediakan
Pasal 1 ¢ untuk pencatatan Talak yang disimpan oleh Pegawai
. 3 Pencatat Nikah ;
:m:'Aksud dalam Peraturan ini dengan : % c¢.-Buku Pendaftaran Cerai, ialah Buku yang disediakan
wai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang 3 untuk pencatatan Cerai yang disimpan oleh Pegawai
£ .
a ¥ 261
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catat Nikah ;

u Pendafraran Rujuk, m\IuD\lgltatJ uRﬁpO

untuk pencatatan Rujuk yang disimpan oleh
iwai Pencatat ivikah

i Nikah, ialah Bangunan yang diperuntukkan
ksanaoan Nikah dan Penasehatun Perkawinan ;
Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa
untuk calon mempelai yang belum mencapai
ir 21 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan
AR
ensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang
ipa dispensasi untuk calon suami yang belum
=apai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang
m mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan
| Pengadilan Agama ; ‘

beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan
ma, ialah penetapan yang berupa izin beristeri
h dari seorang,

Pasal 2

i Pencatat Nikah dalam tugasnya.mengawasi/
tat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dibantu oleh
ai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan,

n tidak mengurangi ketentuan dalam pasal |

3) UU No. 22 tahun 1946 apabila Pegawai Pen-

Nikah berhalangan hadir atau tidak ada, pekerja-
dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan

2

il

itory Uiiverstiagsember

R T (I o I

43

e . Lot

DA ERARE b s s SRR St s s

L

esame Kecamatan yang Jitunjuk oleh Kezpala Bidang

Pasal 3
Orang vang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk
harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa-
nya masing-masing menurut contoh model Na/Tra,

‘Orang yang tidak mampu harus pula meinbawa "Surat
keterangan tidak mamnpu’ dari Kepala Desanya.

Pucal 4

Kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan
atau Rujuk ialah kaum dari Dese tempat tinggal calon
isteri ;

Bilamzana kaum berhalangan atau tidak ada maka
diwakili oleh wakil Kaum atau pegawai desa lainnya ;

Kaum mencatat dengan teliti kehendak nikah dan
rujuk itu dalam buku kaum menurut model Nb/Rb.

Pasal 5
Orang yang hendak menikah memberitahukan kehen-

daknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P.3
NTR vyang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya

akad nikah,

v
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BAB

IBERITAHUAN KEH:\’DD\I gﬁl@l R e pOJ

Pasal 6

itahuan dilakukan secara lisan oleh calon mem-
au oleh orang tua atau wakilnya..

karena sesuatu alasan yang syah, pemberitahu-
endak melangsungkan pernikahan secara lisan
ak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan
ilakukan secara tertulis, dengan membuat surat
itahuan menurut model P.1,

BAB 1III
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7
. Pencatat Nikah atau P.3 NTR yang menerima
an kehendak nikah memeriksa calon suami,
dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya
nikahan itu dilangsungkan baik halangan karena
ukum munakahat atau karena melanggar Per-
dang-undangan tentang perkawinan,

Pasal 8

surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (‘1), maka di dalam pemeriksaan diperlu-
a penelitian terhadap :-

W

AR e r s, JA R 1

gl S

T

il bt 13 B e Birsdi i

v e

e T - R R e

>|tory

(2)

(3)

Kutipan akta ‘ slahiran atou surat kenal lahir calon

Univesiias JE M e el sy
surat kenal tahir, dapat dipgrgunakam surat Reterang:
an -usal-usul calon mempelai yang diberikan oleh

Kepala Desa menurut model Nf ;

b, Persetujuan_calon mempelai sebagal dimaksud Pasal
6 ayat (1) Uadang-Undang Nomor | tahun 1974 ;

. Surat Keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari
Kepala Desanya, menurut model \Ih

.0

d. Surat izin Pengadilan Avama sebaﬂal dimaksud
Pasal 6 ayat (5) Undang- Uudang Nomor | tahun
1974, bagi calon mempelai yang belum mencapai
umur 21 tahun ;

¢. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon
suami yang belum mencepai umur 19 tahun dan
bagi calon isteri yiung bnlum mencapai umur 16
tahun ;

f Surat izin dari Peiabat menurut Peraturan yang
berlaku baginya, jika salah seorang calon memp;l::n
atau keduanya anggauta Angkatan Bersenjata ;

2. Surat keterangan Pejubat yang berwenang mencatat
perkawinan tentang ada atau tidaknya nalangan
menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum
dan atau kewarganegaraan.

Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang

harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama

Bagi duda/janda yang hendak memkah lagi, harus

membawa :

265
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ipan Buku Pendaftaran Talak Kutipan Buku

{aftaran Cerai atau ; Sg”:al RepO

1t keterangan kematian suaml,’l ri yang dibuat
Kepala Desa yang mewilayahi tzmpat tinggel
matinya, menurut contoh model Nd.

utipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku
taran Cerai rusak atau hilang, maka dapat di-
duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana
dalam pasal 39 peraturan ini,

, Kepala Desa tidak dapat memberikan kete-
kematian karena tidak menerima laporannya
iberikan keterangan lain yang syah.

Pasal 9

emeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh
i Pencatat Nikah atau P.3 NTR dan mereka
erkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah
1t contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama,
TR membuat daftar pemeriksaun nikah itu
p 2 (dua) schelai dikirim kepada Pegawai Pen-
Nikah yang mewilayahinya beserta surat-surat
iperlukan dan yang lain disimpan.

suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing
i ruang nomor I, IV dan V dari daftar peme-
- nikah, sedang ruang-ruang: lainnya diisi oleh
i Pencatat Nikah atau P 3 NTR.

1 mereka tidak pandai menulis, maka ruang 111,

el

o B
s

fﬂ ira

R L L

o T TR TN

e

2 kM

el O

L LE e AL e e e L e a3 Doib

/ dun Voitu diisi oleh Pegawai Pencamt Nikah atau

itory Uninersiis Ember

(S) Pengiriman lembar psriama daftar pemeriksaan nikah

olel, P 3 NTR dilakukan selambat-lambatnya 13 (lima
belas) hari sesudah akad nikah dilangsungkan,

(6) Apabila lembar pertuma dari daftar pemeriksaan nikah

itu hilang, maka oleh P 3 NTR dibuatkan salinan dari
daftar lembar kedua, dengan herita acara tentang se-
bab-sebab hilangnya.

Pasal 10

(1) Apabila calon suami atauw wali nikah karena bertempat

tinggal di luar daerah, tdak hadir untuk diperiksa
maka pemeriksaan padanya dimintakan pertolongan
kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P 3 NTR yang
mewilayahi tempat tinggainyd,

(2) Pegawai Pencatat Nikah atau P-3 NTR ini, memariksa

calon suami atau wali nikah itu, kemud:an mengim-
kan daftar pemeriksaapnya Lepada Pegawai Pencatat
Mikah atau P 3 NTR yang bersangkutan,

(3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan itu terdapat

halangan pernikahan menurut hukum agama atau
peraturan perundang-undangan teatang perkawinan
dan atau belum dipenuhi persyaratan/ketentuan ter-
sebut dalam Pasal & Paraturan ini, keaduan itu segera
diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau
wakilnya oleh Pegawai Pencatat Nikuh atau P.3 NTR
menurut model P2, ‘
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Pasal 11

nami-isteri  dapat menganairgpjetﬁ'nt iuRsep(}_‘:E

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ads
k adanya perjanjian itu dicatat di dalam Dafltar
aan Nikah.

n yang tersebut ayat (1) pasal ini dibuat rang-
mpat) di atas kertas bermeterai menurut per-
sang  berlaku; lembar pertama dan kedua
\asing dipegang suami isteri dan lembar ketiga
mpat diserahkan kepada Pegawai Pencatat
n Pengadilan Agama untuk disimpan,

1 yang berupa ta'lik-talak dianggap syah kalau
nitu divcapkan dan ditandatangani oleh suami
kad nikah dilangsungkan,

lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.

BAB 1V
TUJUAN, IDZIN DAN DISPENSASI

Pasal 12

an harus didasarkan atas persetujuan kedua
mpelai,

calon mempelai yang akan melangsungkan
an Qelum mencapai umur 21 tahun harus
t idzin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat
(4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tzhun

fandh o
ig -
3
.

M

Sam iRl B et

(3)

o i i

(4)

e S | v e

(1)

N L T

(2)

w6 sl A bbb Gl ot b L e e

Pisal 13

Litony, WiV etSitasJemB@ e un

19 tahun dan calon istesi belum mencupai wmur 1L
tahun hendak melangsungkan pernikahan harus meu
dapat dispensasi dari Pengadilan Agama,

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebu
pada ayat (1) pasal ini, diejukan oleh kedua orang tu:
pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yani
mewilayahi tempat tinggalnya,

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidang
an, dan berkeyakinan tahwa terdapat hal-hal yan
memungkinkan untuk meimberikan dispensasi tersebut
maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikal
dengan suatu penetapun,

Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pe

mohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkai
pernikahan,

Pasal 14

Apabila seorang suami termaksud untuk beristeri lebil
dari seorang, maku ia wajit mengajukan permohon
secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Penga
dilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalny:
dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahuli
dan surat-surat lain yang diperlukan, e

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal se
bagaimana yeng diatur dalam pasal 41 Peraturan Pe
merintah No, 9 tahun 1975,

26¢
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ilin Agama dalam melakukan peperik s‘ .m ha-

.mulgg'l dan mendengar l\ glltla er @,po

tRutan sebagaimany digtur dalim pasal 42 ayat
aturan Pcm:'mun No, 9 tahun 1973,

1 Pengudilan Agama berpendapat buliwa cukup
bagi pemohon untuk beristeri lebih duri scorang,
engadilan Agama memberikan penetapan yang
idzin untuk beristeri lebih duri scorang kepada
on yang bersungkutan,

Pasal 15

i Pencatat Nikahatau P 3 NTR dilarang melung-
embantu melangsungkan, mencatat atau me-
¢mikahan sebelum dipenuli persyaratan untuk
‘an pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal
n 14 Peraturan ini,

Pasal 16

- salah seorang calon mempelai beragama Islam
erkewarganegaraan Indonesia hendak melang-
1 perkawinan campuran, diperlukan surat Le-
n dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Un-
lang Perkawinan,

keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
1 dlperlukan Juga bagi calon mempelai yang

1a Islam yang hendak melangsungkan perkawin-
k tidak menurut Agama Islam.
]

(s

e

L

itory Univeisiiassiambet

Pasal 17

arnyata tidak ma
(1) Setelah diadakan pemericsaan dun temyala tiiax m2

nienuhi syarat-syarat yang icleh ditentukan, maka Pe
gawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan meno
lak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan mem
‘berikun surat penolakan kepada yang bersangkutal
serta alasan penolakannya, menurut contoh model P3

(2) Atas penolakan sebagai dimaksud ayat (1) pasal in

yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ter
hadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agam:
yéng mewilayahi tempat tinggalnya,

(3) Pengadilan Agama memeriksa perkaru penolakan ity

dengan acara singkat untuk memberikan Ketetapan
apukah ia akan menguatkan penolakan itu ataukal
memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan

(4) Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dihoruskan me

laksanakan pernikahan sebagai dimaksud ayat () pa
sal ini, apabila Pengadilan Agama memerintahkan pe
laksanaannya.

Pacal 18

(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tidal

memberikan surat ketsrangan kepada calon mempela
sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan ini yang
bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepad:

271
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lun Azama vang HHWHJWID wt tin T.\R
lun Agama memeriksa, pet g! 3p0

acara singkat untuk memberikan Ketetupan
tidak adanya alasas pe: .ul akun tersebur.
ternyaty penolakan itu tidak beralasan, maka
lan 2

memberikan  kKeputusan  sebugai
i keterangan  tersebut pasal 16 peraturan
BAB VI

NGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 19

Pencatat Nikah mengumumkan pemberitahu-
nduk nikah, setelah segal persyaratan/Ketentu-
nuhi dengan menempelkan pengumunian me-
adel Ne.
uman dilakukan ;

intor pencatatan perkawinan di tempat perni-
1 akan dilangsungkan ;

.antor/kantor-kantor pencatatan perkawinan
at kediaman masing-masing calon mempelai.

elan surat pengumuman itu dilakukan pada
yang mudah dibaca oleh umum,

engumuman itu selama 10 (sepuluh) hasi sejak
lkan tidak boleh diambil atau dirobek.

S s

L ERi

Suel S pment i simn

€L

(2

(-

Vil

BAD

Bitory Universtias Jerdses

Pasal 20
Pernikahan dupat dicegah, upabila ada pihak yang tidak
menentihi 53“1..1[ sydarat untuk melingsungkan perni-
kuhan.

Pencegahan pernikahan dupat diajukan ke Pengadilan
Awima dalam daerah iihum di mana pernikahan akan
dilangsungkan oleh pihak kelvaraa dalam garis keturun-
an lurus ke atas don ke bawali, wali niteah, wuali pe-
neampu dari saly i senrang calon mempelui dan pihak-
pitiak vang berkepentingan,

Penecaul meryberitahiukan juga Kepada Pegawui Pen-
cutit -\'11\‘111 atau P3NTR vang bersungkutan tentang
usaha pencesahannyi tersebut dan pegawai Pencatat
Nikah atau P3ONTR memberitthukan adanys permo-
honan pencegahan pernikalin kepada muasing-ni ising
culon uunuu. i,

]’-.’Il\.\.“'.lll i opernikaien dapat dicabut dengan putusan
Pengadilan Agmma atas dengan menarik kembali per-
mohonan pencegaliun pida Pengadilan . Aguma oleh
yving mengegah,

Pernikatium tidak dupat dilingsunghan apabila pence-
walian belum dicabut,

R

Pevawai Pencatat Nikah atee P23 NTR dilarang melang-
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nikahan atau membantu mclq,nﬂsunw
1 mengetahui adanya puln
arat pernikahan, meskiplin tida

10

talRepa

.ul.z pe -u.c"ah-

BAB VIII =
. AKAD NIKAH

Pasal 22

i PLHL‘IH Nikah atau P3 NTI’ tldd boleh me-
nakad nikuh sebelum lampau 10 (sepuluh)

rja sejak pengumuman sebuwi dimaksud pasal
turan ini.

talian terhadap jungka waktu tersebut dalam
1) - disebabkan  seswitu alusan yang penting,
i oleh Cumidt atas nama Bupati Kepala Daerah,

kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari sebelum
| Pencatat Nikah atau P32 NTR meluluskan akad
ulon suumi-isteri seyogyanya mendaput nasehat
nun dari Badan Penaschat Perkuwinan dun Pe--
an Perceraian (BP4) setempat,

Pasa[73 e

1kah d114n"sunukan tll l‘ldL|d|\dl1 l’u..lwaz Pcn-
ikah ‘atau, P3 \ITR ryang mewilayahi tempat
calon Men dan d[hadm ol;h du.: Qrang sak.u

i %Mmi‘i hi

‘.J ory

e

e
2
i

i

“

=
fas

yat (1) i,k h\ elai atau wali-
uﬁ éfé ltérSuJ U béfnmm Pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.
Akatd nikah dilakukan oleh wali sendiri: ataw diwakil-
kan kepda Pegowai Pencatat Nikah atau P3 NTR
ataw orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah
“atau P3 NTR diunggnp_men‘lei@u]}i _syAal‘t:'Jl_ti—ﬁ_ya{_atnya.

(3)

Pasal 24
(1) Akad Nikah dilakukan di b.ndl l\lkdh atau di Mesjid

yan duentul-.:m oleh Pegawai Penc.ndt Ntkah atau
P3'NTR.

(2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat
p'crsuujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR,
akad nikah ‘dapat Llllakukdn di tempat lam ‘di dalam
wilayahnya,

(3) Dalam hal akad nikah dlldl‘:"Sltl‘l"kdn da luar Balai
Nikah di dalam ml.wahnya hulaman terakhir Daftar
Pemeriksaan Nikah diisi dun ditanda tangani oleh Pe-
gawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dan m.lsmg, masmg
“yang bersangkytan, o

(4) 1 Ongkos. jula.,  bagi, Pcﬂ.uwn Pemdtarn\ukaiuuml P3

.1, NTR . untuk men;_rh.uiul, akad .nikah diY luar = Balai

Nikah, dibesapkan, kepada orang .yang, bersangkutan

e menurut l’cmlur‘m Jung  ditetapkan., oleh.; Kepala

2 Mntou\rtiaydh l)up.lrt:.men ;Agama ; atas usul.Kepala

Urus.:n Agama Islam dc.n“j 1. ,p\,rsen.uuan
_qgr.ql} setempg't W

Vi, te e gt d s

Vid lr‘!l'
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Pasal 235

E. 1y iB s pisten i engu ke 4 Peneadilan
ik tu akad nikah, culon sDJgi'utaJmR@po:’Itory wn'\zgr{stt%%ﬂ‘l%m‘ l%?‘fr' -ta'lik - raluk -

datang  sendiri menghadap Pegawui Pencarat
lau P3INTR,

calon swami atag wali nikah tdak hadir puda
tRad nikah disebabkan Keadaan memaksu, maka

diwakili oleh orung lain,

U dikuatkan dengan surat kuasa yung disyah-
N Pegawai Penvatat Nikah atau P3 NTR yuang
memeriksa, atau oleh Perwakilun Negara R.IL
o apabila calon suami atau wali nikah berada
egeri, -
Pasal 26

pada waktu pemeriksaan nikah culon suami
dah menyetujui adanyy  wilik-taluk schagai
JdRan pasal 11 ayat (3) Peraturan ini. maky
wWwnguenpkan dan menandatangani wlik-talak
alv disetujuingy itu setelal akad nikuh dilung-
waktu akad nikah suami mewakilkan qubul
rang lain, maka ta'lik talak ity diveapkan olel
waktu lain di muka Pegawai Pencatat Nikah
NTR tempat akad nikah dilangsungkan aray
wilayahi tempat tinegulnya,

dalym pemeriksaan nikah telab ada persetuju-

/a ta'lik taluk akan tetapi setelah akad nikualy -

lak mau mengucapkannyu, maka hal ini segera
ukan kepadu pihak isterinya,

Karm e

Bl ki

()

£

(1)

ditepati oleh suami,

BAB IX
PEMBATALAN PERNIKAHAN

Pasal 27
Apabilu pernikahan telah berlungsung kemudian ter-
nyata terdapat larangan menurut hukum munakahat
atau peraturan perundang-unduigan tentang perkuawin-
an, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan per-
nikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagai
dimakeud pasal 23 Unduang-undang No. | tahuen 1974,
Permohonun pembatalun suatu pernikahaen digjukan ke
Pengadilan Agamy delam daerah hukum di mana perni-
Kuhan dilangsungkan atae di temput tinggal kedua
SWHI-Ister, St atad isterd,
Tara cara pengijuan permohonan pembatalan perni-
kahan dilakukan sesuai dengan tata cara pangajuan
Qugatun perceraian,

BAB X
PERCERAIAN

Pasal 28

Suami yang hendak menjatubkan talak, scbagaimana -

2T
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oud dalim pasal 38 huruf b, pasal 39 Updane-
1w Perkawinan jo pusul-i-l-@ll l.t.ad P @p
rintait No. 9/1973, memberitaltukan muksudnya
nosurat Kepada Pengadilan Agama yang mewi-
- tempat tingealnya, disertai dengan alasan serta
N agar ..Ii;nluk;z_n sidiung untuk keperluan itu

dilan Agima mempelajari isi-surat vang dimaksud
ayat (b pasal ini dan dalam wakru selambut-
tnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim
dan juga isterinya untuk meminta penjelasan
2 segala sesuatu yang berhubungan dengan ke-
knya it ; )
dilan Aganw seteluh mendapat penjelasan tentanyg
dotaluk ita, berusaha mendamaikan kedua belah
dun dapat meminta bantuan kepada Badan Pe-
U Perkawinun dan Penyelesaian Perceraian (BP4)
AL, agar kepada suami-isteri dinasehati untuk
rukun lagi dalom rumah tungga ;
lan Agama setelih memperhatikan hasil usaha
dhwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di-
san dan berpendapat adanya alasan untuk talak

diadakan sidang untuk menyaksikan taluk di-
il

mengikrarkan talaknya di depan sidang Penga-
\2anu dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan
da tangani surat ikrar tersebut s

setelah dilakukan sidang dan suami mengikrar-
taknya, Ketug Pengadilan  Agama membuat

0S

v

oy B

e 4

il

Jpsiss it aedh i s L b

D e T s, S

:‘o ry U

(7

(8)

(H

(2)

ifqty Kok R A enTiag lﬁé‘: a Talak rangh
EMMQK$!:EH§‘ ngt a a[-’m-. talak dikirl
Kan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilay
tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, hs
kKedua dan ketign masing-masing diberikan kep:
suami dan isteri dun helai keempat disimpan oleh
ngadilan Agama : .
Suami-isteri atau kuasanya dengan membawa Su

Keterangan Tentang Terjadinya Talak datang ke Pe

wai Pencatat Nikah yang ‘mewilayahi tempat ting
suami untuk mendapatkan Kutipan Bukp Pendafta)
Talak ; P

Apabila  Pegawai Pencatat Nikah yang mewilay
teampat tinggal suanu berbeda dengan Pegawai Penca
Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, me
satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal i
dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah te
pat pernikahan dilangsungkan,

Pasal 29

Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nik
nasing-masing suami isteri ditahan oleh ‘Pengadil
Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catai
dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nik
tersebut, bal:wa yang bersangkutan telah n]enj_atu_hk:
‘dijatuhi talak : ' 5. -

Cutatan yang dimaksud pada _ayé_._t. (1) pasal ini, be:
tempat terjadinya talak, tanggal ralak diikrark:

2
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lan tanggal Surat KeterapanTewtng Foviull . 3
Iatkd. ]d :trxint-n‘n:l.in rlr::-;tg{an :’flj::ﬁ'ilé11:ﬁll' RépOSHO I'y
-l §

Pasal 30
fan yunyg dilakukan dengan putusan Penwidilun
adualah perceraiam yung berdasarkan suatu tu-
rreeraian ' }
lan Agama dulam setinp Kesempatan berusuhy
wikan kedua belh pihak dan dapat minta
- Kepada Badan Penasehat Perkawinan dun Pe-
an Perceraian (BI'4) setempat ¢
jadi perdamaian, maka tidak dapat digjukan
aan perceraian yang baru berdasarkan alusan-
ang sama ;
2 perceraian yang berhubungan dengan gugag-
cukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sam-
an Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ta-
e
erceraian dianggap terjatli beserta akibatnyu
g sejuk jatuhnya putusan Pengadilan Aguama
lah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

Pasal 31
Pengadilan  Agama  segera setelah perkara
1 itu diputuskan menyampaikan salinun surat
tersebut kepada suami-isteri atau kKuasanya
menarik kutipan Akta Nikah dari masing-
‘ang bersangkutan ; — h e

3

4 1ok s

teuw

FU KPR S S P

- oy eit PR bt s

3

ook,

()

(6)

(7)

S sy gy 137 atel X i
Uriiliarsttds Jembperimtas.

paikan  putusan yang telah memponyai kekuat
hukum vang teran it kepudy Pengadilun Negeri unt
dikukuhkan :

Panitery Pengadilun Agamu berkewajiban mengiri;
Kan satu helui salinan putusan Pencadilun Agama ya
teluh mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yva
telah dikukubkan wtnpa bermetera] Kepada Pegaw
Pencatat Nikah yang mewiliyahi tempat tingeal iste
untuk diadakan pencatatan

Paniters Pengadilun Agama memocerikan surat ket
ranwin. kepada masing-masimg suami isteri atig Ky

nya buhwa putusan tersebut pads ayat (1) pasal i

teluh mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah ¢
Kkukuhkun :

Suami isteri atau kuassonya dengan membawa sur,
Keterangan tersebur pada ayat (4) pasal ini datar
Kepada  Pesuwai Pencatat Nikah yung mewilayal
tempat  tinggal isteri untuk mendapatkan Kutipa
Buku Pendaltaran Ceraj ¢ ‘

Punitera Pengadilan Agama membuat catatan dala;
riang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yan
dersungkutan buhwa mereka teluh bercerai ;

Catatun yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini. beri:
tempat  terjadinyy perceriiian, ~tanggal * perceraiar

nomor dan tanegel surat putusan dan tanda tanga
Panitera ; . \

28
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abila Pewawai  Poncatat Nikah yane

at Nikah tempat pernikabiin meteka Jdilangsungkua,
Ka satu helui sadinni putusun Pengadilan: Avuni se-
aimana dimaksud avat (3) pasal ini. dikirimkan
4 Repada Peguwai Pencatat Nikah vang mewilayvahi
put pernikahan dilangsungkan, dan bugi pernikah-
yang dilingsungkan di Juar negeri, sulinan jta di-
paikan kepada Pewawai Pencatat Nikalh Ji Jukarta,
garan diatur Kemudian,

BAB XI
RUJUK

Pasal 32

noyang hendak werujuk isterinva datang bersama-
Voisterinyy ke Pewawai Pencatar Nikuh atau P3
U oyang mewiluvahi tempat tinggal isteri dengan
awa Kutipan Buku Pendaftaran Tulak dun surat
rangan lain yang diperukun :

tk dilakukan dengan persetujuan isteri Jj hadapun
wai Pencutat Nikah atau P3 NTR.

wii Pencatat Nikah atau P3 NTR memeriksa dun
velidiki apakah suami yvang akan merujuk itu me-
Hhi syarat-syarat merujuk menurut hukum mu-
hat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih
noiddab talakeraji dun apakah perempuan yang
dirujuk itu ot isterinya ;

e
¥

oo aavibiyalbi
hpat tinggal dsteri berbeg ng.{fta{.‘l\:\ae QS”-.

¢

E

3
&

sk -

(18 R o ol B P i b s e e 1

ORE 5 EPe S I

ST P TR

-y

DIy

Ynvers

(N

(3)

(1)

1&811@@|Fﬂbe@'juknyn dan nu

masing yang bdersongRutan beserta saksi-suksi mer
tanzani Buku Pendlaftaran Rujuk

Setelah rujuk itu difaksanak:, Pesawai Pencatar
ataw P3 NTR manasehati suzmi isteri tentane hu
hukum dan kewanjiban mereka yang berhubunga
ngan rujuk,

Pasal 33

Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3 NTR. D
Rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan Jditandata
oleh musing-masing vang bersanuzkutan beserta
suwsi, schelai diikirim kepada. Pegawai Pencarat >
yung mewilayahinya, disertai surat-surat keteru
yang diperlukan untuk dicatat dalam Buka Pend:
an Rujuk dan yang lain disimpan ;

Pengiriman lembar pertama dari Dultur Rujuk ol
NTR dilukukan sclambat-lambatnya 13 (limu U
havi sesudah rujuk dilakukan ;

Apubila lembar pertema dari Daftar Rujuk itu hi
mika oleh P3 NTR dibuatkan salinan duri daltur
bar kedua, dengan berita acara tentang sebub-seba
langnya, '

Pasal 34

Pegawai Peacutar Nikuh membuat surat ketera
tentang terjadinys Rujuk dan mengirimkannya Ke
Pengadilan - Agama ¢i tempat berlangsungnya 1
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ersanzhutan; dan Kepada stimi dan Men ma-

sing diberikan Kuti pan. Lt g ﬁa :.1R@

nurut contoh yuny th[l.[.l]\-nl <h Menteri

Leri atau Kuusanya dengan membawa Kutipan

ndutturan Rujuk tersebut datang ke Pengadil-
ma di tempat berlungsunenya taluk dahulu
wngurus mengambil Kutipan Akta Nikah ma-
ing yang bersangkutan setelah diberi cutatan
ngadilan Agamy dalam ruang yang tersedia
ttipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang ber-
intelahy cujuk

yang dimaksud ayat (2) pasal ini. berisi tem-
Idinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor

ggal Kutipun Buku Pendaftaran Rujuk dan

ngan Panitera,

BAB XII
AN NIKAH, PERCERAIAN DAN RUJUK

Pasal 33

Pencatat Nikah mencatat nikuh vang dilung-
dalam wilayahnya dalam Akta Nikah me-
ntolt yang ditetapkan oleh Menteri Agama 3
stelah akad nikah dilangsungkan Akta Nikah
ingani oleh Pegawai Pencatut Nikah, suami,
li nikah dan saksi-saksi :

poptory

-+

B g

+ g

P T

R IR S

t 2

R g

(3

)

(1)

Pegawai Pencatat Nikah membuat ARta Nikah rangkap
Unp\)\ 8 hjemb\e\rzmm Pencatat
Miwath, ll :PL daisampatkan Kepada Pengadilan
Agani y::ng Iﬂn‘\\'l!ﬂ}.\hl temput dilangsungkannyu
akad nikah ;
Kepada suami dan isteri masing-masing diberikun Ru:
tipun Akta Nikah meznurut contoh yang ditetapku
cleh Menteri Azama,

Pasal 36

Pencatut Nikab yang mewilavahi tempa!
tinggal suami yong menerima Surat Keterungan Ten
tung Terjudinys Tulak di Pengudilen Aguma sebugaima
i dimaksud dulum ayat (6) pasal 28 Peraturan ini
meneatat terjudinyy talak ita datom Buku Pendatturu
Talak menusut contol yang ditetaphan oleh Menter
Aguinn

Pegawai

Buku Pendatturin ook ditands tingani oleh Peguwa
Pencatat Nish dun masing-masing yang bersangkutan
beserta suksi-saksi ;

Peeawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pen
duartwran Talak menurut contoh vang ditetapkun olel
Menteri Agawma dany meniherikan Kepada masing-masing
strni-isteri,

Pasal 37
cer L Pencatat Nikah oyung mewilayahi tempat ting

gal oo vang meneriiea salinan putusan Pengadila

B
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- sebagaiman dimaksud ayat (3) pusal 31 Per-
ini, mencatat putusen ceraiitw dulam B[.xkl:i’un-

in Cerai menurut contoh )@ngtﬁ

i Agan .

Pendattiaran Cerai ditanda tangani oleh Pegawai-
at Nikah Jdan masing-musing yang bersangkutan
saksi-saksi ; i
i Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pen-
n Cerai menurut contoh vang ditetapkan oleh
P Agama dan memberikan kepada masing-masing
steri.

Pusal 38

- Pencetat Nikah yang mewiluyalii  tempat
iNteri, mencatat rujuk vang dilungsurekan (Ja-
iy dakenr Buku Pendaftaran Rujuk me-

ontoh yane ditctupkan oleh Menteri Agama

hal rujuk dilakukan di Balai Mikah, Buku Pen-
L Rujuk ditandatangani oleh Pegawai Pencatit
lan masing-masing vanz bersangkutan beserta
31 '

Pencatat Nikuh mengerjakan apa yuang tersebut
asul'34 Peraturan ini,

20

e
—

i

4«
d

*F“ - A bt i R Lot R ) e SR e o R e

ik, e . BA
O IOk LG KRS

A B _XIT

u Qmplgl; EII\fDAF TAR-

AN TALAX, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERA

(h

{124
(3)

(+)

DAN KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN RUJUK
YANG HILANG ATAU RUSAX

Pasal 39

Apuabila Kutipan Akt Nikah, Kutipan Buku Pendaftar-
an Tulek, Kutipan Duku Pendaitaran Cerai dan Kutip-
an Buku Pendaftaran Rujuk hilaag ataw rusak padahal
diperlukan, maka orung yung Lersangkutan dapat min-
w duplikat surat-surat itu kepada Kantor yanz dahulu
mengeluarkannya :

Untak mendapathar duplikat surar it tidak dipungut
binyu Keewali ada peratiron lin -

Duplikat surat-surat ity dioububi meterai menurut per-
aturan yang beilaku ;

Jika Kuntor yang dahuly mengeluarkan _arat-surat itu
tidak bisa membuat duplikatnya disebubh... catatun-
nya telth rusak atau E\ilum‘.r-_!t:ul Karena sebub-sebub
lain, maka untuk menetap=*n adanyy nikaly, talak,
cerai, atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan
Pengadilan Al
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BAB XIv
FTAR DAN BUKU PENC ﬁ'f@.c@e 0S
SERTA PENYELENGG@\[ l : p
4

Pusal 40 ¢

tiap Kuntor Urusun Agamy Kecamatan di selurub

=

ndonesia, disediakan sutu macam Daftar Pemerik- &

1. ARTa Nikuh, Kutipan Akea Nikuh, Buku Pendaf- #

N Buku Peaduatraran Cerui, Kutipan Buku Pendaf- g
K, Kutipan Buku Pendaftarun Cerai, Buku Pendaft- -; '
K. Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk untuk men- 4
votulak cerni dan rujuk yang dilakukan menuwrut 4; :

M. menurat contoh yang ditetapkan oleh Menteri ‘

e Pesaturan tersendiri, i

e

Pasal 41 =

i buku-buka tersebut Jalum Pusal 40 Peraturan «?

makan, diberi Homor uruts learba

pertama dan
Htandatineani

oleh Kepula Pegawai Pencutat
olel Kepala Sohsi Urusan Agama Islam Kuntor
1 Al I\’uhupulcn,fl\'ot.sm.u[y:r, apabila Pejabar ‘
lr atau nerhalungan, sedang lembar-lembur fin-

Pasal 42

dun Buku-buky yang tersebut dalam pusul 40
nind ditulis dalam bahasa Indonesia dengun
Latin, diselenggarakun oleh Pegawai Pencarat

Lf-ﬁv%ﬁ

L!‘ﬂu T

() P2 Z\:TR menyelen

tory Unnre

(n

(2)

(33

th

Pegawai Pencatat Nikah wajib memperaunakay

peerakan dufrar ne riksaan nikal
FS *ta.‘srfilelmbét;ﬂ l:n :1;1 ] '

Pasal 43

Dafta

dan Buku-buky sebigaimuna tersebut pasai 40 Peratur

an ini ;

Segalu coretan, tam

bahan atau tulisan dj pinggir dattary

buku hanya dibenarkan, apabila dibubuhi tanda tangan

oleh Pegawai Penca

tat Nikah ;

Apabila daftar/buky telah selesaj dikerjakan, di dalam-

nya tidak boleh d
dengan keputusan
lain 0tau surat-surat

Pegawai Pencatar N
catal dalam  difea
Peraturan ini, di lu
yang bersangkutan ;

Pencatatan dilakukan de

idakan sesuaty perubahan, kecuali
Pengadilan Agama, atau Pengadilan
bukti lain.

Pasa' 44
ikah dan P3 NTR tidak boleh men-

r/buku tersebut dalam pasal 40
ar dari apa yang diterangkan oleh

ngan mengisi fuang-ruang yang

telah disediakan menurut urutan persoalap ;

Ruang "Catatan |a
sebagaimana dimak
50 dan 51 serta cata

.
in-l2in™ dalam buky diisi catatan.
sudkan dalam pasal-pasal 48, 49,
tan-catatan lain ying penting,
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Pasal 43

yane hadir waktu n.rhu,@igkmaﬂ lRe':)

guk, dipilih cleh m2reXka vang berkepenting-
saksi-saksi itu hurus warza negara Indonesia
sudah mencapai umur®19 tahun Jdan me-
i-svarat menurut hukum ;

skar atuu pegawai pada Kantor Urusan Aga-

tun d pat diterima sebuzai suksi.

Pasal 46

wandatangani oleh yang bersangkutun seba-
maksud pasal 9 ayat (1), pasal 24 ayvat (3),
cut (2), pasal 36 ayat (2), pasal 37 avart (2)
38 avat (2), maka Pegawai Pencatat Nikah
[R membacakan apa yang dicatat di hadap-
vang berkepentingan azar dapat diketahui
Atun itu cukup benar adanya :

s yang tidak mengerti buhasa Indonesia, ha-
¢rjemahannya dalam bahasa daerah,

Pasal 47

wriksaan Nikah, tiap tahun dibundel (dijadi-
ima-sama dengan surat-surat yang menjadi
in dibari nomor,

o

v
b

3

W
¥
g

Lt

i

i

:;ﬂg’g

Ly
<

(1)

(h

BAB XY
PENCATAT PER

AH.
psitory Universitasaaember

Pasai 48
Dari perndkabun seorang jandu atau duda, Pegawui Pen-
catat Nikah membuar catatar dalam ruang "CATAT-
AN LAIN-LAIN' pada Buku Pendaftaran Taluk atau
Cerui yang bersangkuian bohwa orang itu telah meni-
kah lagi ;
Catatan ini berisi tempat, tangeal dan nomor kutipan
ARta Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal,
oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
Apabila talak atau cerainya dulu dicatat di tempat lain,
maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan ke-
pada Pegawai Pencatat Nixah yang mengeluarkan
Kutipan Buku Pendaftaran Talak atiu Kutipan Buku
Pendaftaran Cerninya bahwa oraog ity telah nikah lagi
dengan mengzunakan model N¢ :
Pembgeritahuan ini dicatat datam buku Penduaftaran
yang bersangzRutan separti yang tersebut dalum ayat
(1) pasal ini.

Pasal 4
Dari pernikaban scorang suami untus kedua kulinya
ataw lehib (poligami) P\.de.ll Pencatut Nikal mem-
buat catatan pacda ruanez "CATATAN LAIN-LAIN"
dalam AR Nikahnya terdahulue bahwa suami itu te-
Lah menikah Laigi
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& S

ini berist tampat, I.n"“'dl dup nomor Kutip-

s s e D1t Rep@ SILORY WYL ERI0RL s

Iu_nm.n Pencatat Nikul ;
:ncmbun catutan dalam ruang "CATAT. \\ Lr\l\

LAIN" Buku Pendaftaran Talak, buhwa orung itu
telah ruju!
Catatan ini berisi tempat, tanggal rujuk dan nomor
surat keterangan pemberitahuan rujuk serta ditanda
tangani dan dibubuhi tanzgal oleh Pegawsi Pencatut
Nikah

(2)  Apabila talaknya dulu dicatat di tempat lain, maka Pe-
gawai Pencatat Nikah ini memberitakukan kepada Pe-
gawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan
Buku Fendalturan Talaknya “hahwa orang itu telah
rujuk Jdengan menggunakan model Re ;
Pemberitahuan ini dicatat dalam* Buku Pendaftaran

yang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1)
pasal ini,

nikatinya terdahulu dicatat di tempat lain,
euawai Pencatat Nikah. ini membnrltahukdn
Pegawai Pencatar Nikah yung mengeluackan
Akta Nikahnya terddhulu, bahwa suami itu
nikah dengan mcnggunukmi model Nn ;
tahuan ini dicatat dalam Akta Nikah yang ber-
an seperti vang tersebut dalum ayat (1) pasal

Pasal 50

scorang laki-laki/perempuun yang talak atau
>eawai Pencatat Nikah membuat catatan dulam «
"CATATAN LAIN-LAIN" pada Akta Nikuah

rsangkutan bahwa orang itu telah talak atau

ini berisi tempat, tanggal dan npomor Kutipan
’endaftaran Talak atau Cerai, serta ditanda
dan-dibubuhi tanggal oleh Pegawui Pencatat BAB XVI. -

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

nikahnya dahulu dicatat di tempat lain, maka PEGAWAI PENCATAT NIKAH

| Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada -
| Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan
ikahnya, bahwa orang itu telah talak atau cerai
mt.ng"unakan model Tc ; e
itahuzn ini dicatat dalam Buku Pendaftaran -
ersangkutan seperti tersebut ayat (1) pasal ini,

Pasal a 2

() Pn.n'-a\us.m atas paid}\sun‘un tugas Pegawai Pencatat
\In\ah dll.:kuk.m olch Kepu'a Pegawai Pencatat Nikah;

‘pengawasan atas pek e"_] an P‘i NTR dl[dkuk:m cleh Pe-
gawai Pencatat Nikah ;

e
-
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-.\'ik;h, Kutipan Buku Pendaftaran Talak. Kutipun

pwai Pencatal Nikah padpetap-tiap iz : i1
Bi wayib  memeriksa Dt IQN&&LR OSltOFL‘ L‘U‘NV@‘VSﬂaSiﬂéﬁ’?ﬁép'”‘"‘”m'
ta Nikah, Buku Pendaftaran Taluk, Buku Ak a’ Rujuk I
1 Cerai dan Buku Pendsitaran p"“jl.lk sl _Jl b. Penyimpanan dartar/buku-buku dan sezzlo stul-sural
tsurat yang bersangkutan dengan iy duri = yang berhubungan dengan pcmcriks:lan‘dun pendattur-
qreatat Nikah yang ada dalam ducrahinyd o - e S::SLI’.li dengan peraturan yang barileg.

ngerjakan pckcrjuim pemeriksaan, Kepala;
cncatat Nikah dibantu oleh Peguwai pada
an Agama Islam Kantor Departemen Agama - e
/Kotamadya yang cakuap untuk itu; gri
sriksaan itu dibuat berita acara yang kide i
isampaikan kepada Kepala Bidang Urusan &
opinsi melalui Kantor Departemen Agama
n/Kotamadya |

a1 pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelak- =¥
. tidak sebagaimana mestinyd, maka Kepala =
eneatat Nikah karena jabatannys mehliporkan
pada yang berwujib

\an atas pekerjaan P3 NTR dilakukan dengan
daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang
kali diterima oleh Pegawai Pencatat WNikah
ITR. :

i BAB XVII
HUKUMAN JABATAN

Pasal 54

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang melalaikan kewajibunnyu
dalam melaksanakan Peraturan ini atau melakukan per-
buatan yang m::nccmarkun martabat Pegawai Penvatat
Nikah atau menghilangkan kepercayaan, baik di dalam
maupun di luar jabumnnyu,dikcnakun hukuman admi-
nistratiy, utuw hukuman sebagaimana  dintur dalam
Undaong-Undang Nonor 22 tahun 1946 jo Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 43 1

(2) Panitera Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibun-
nya dalam melaksanakan peraturan ini, dikenutun
hukuman administratif. '

Pasal 53
DAB XVII

KETENTUAN PERAUIHAN DAN PENUTUP ..,
. ; Pasai 53 N
(1) Hal-hal dalam pcruturnr{ ini yang memerlukan penga-

Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang @
wearaun  Daftar  Pemeriksaan Nikah, Akta
Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftarans;
1n Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Akta
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lunjot diatur oleh Direkiug Jendgral 3im-
qrakat Isham o : Igltal
Wi disebut Poratuian Tentang UREWALB-
WAl PENCATAT SIKAH DAN TATA
NGADILAN AGAMA™ dun mulai berlaku
| | Oktober 1973,

4 setinp orang dapat mengetahuinya, we-

eundangan Peraturan ini dengan penempul-
nbaran Negara Republik Indonesta,

Ditetapkan di Jakarta
Puda tanggal 19 Juli 1975

MENTERI AGAMA R.IL

[

(H. A, MUKTL ALD)

Y

Re

PENJELASAN

ository Universitas Jember
PERATURAN MIENTEAD AUAMA
NOMOR 3 TARUN 1975

TENTANG

KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN
TATA KERJA PENGADILAN AGAMA DALAM
MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERKAWINAN BAGI YANG
BERAGAMA [(SLAM

Pasal | s/d 7 cukup jelas,

Pasal 8

Dalam hal status calon suami adaluh duda sebelum
perlukunyva Undanz-Undang Perkawinan tidak mampunyai
Kutipan  Buku Pendaftaran Talak/Cerai, muka yaag D3
sungkutan diharuskan membawa Dukti fin yung sV,

Pasal 9 dan 10 cukup jelas,

Pasul 11

Yang dimaksud perjanjian i sini falah peranjian per-
nikahan selkiin Ta'lik-tulak yang dibuat oleh kedua belah
pibak di atus kertas bermeterai, Perjanjian itu seharusnya
sudah dibuat sebelum ucapan ahad nikah “dan bahkan
sedaput mungkin teluh disiapkan naskahaya pada wuktu
pemeriksaan  calon  mempelai Pegawai Pencatat Nikah/
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